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Abstrak

Perizinan terpadu merupakan sebuah kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. permasalahan
dalam penelitian ini adalah kinerja pengurusan izin mendirikan
bangunan (IMB) yang disebabkan oleh karena pengorganisasiabn
yang belum efektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian
ini bermaksud untuk menganalisis Pengaruh Pengorganisasian
Terhadap Kinerja Di Kantor Pelayanan Terpadu (KP2T) Kota
lhokseumawe Dalam Pengurusan Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori
organisasi oleh Stephen P. Robbins, yang terdiri: a) Struktur, b)
Desain, c) Aplikasi dan teori kinerja dari Agus Dwiyanto, yang terdiri
dari: a) Produktivitas, b) Kualitas Peyananan, c) Responsivitas, d)
Responsibilitas, dan e) Akuntabilitas.

Sesuai dengan Kkarakteristik penelitian, penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif, data diperoleh dari informan kunci
(key informan) dengan menggunakan metode survey eksplanasi
(explanatory survey). Untuk pengumpulan data dilakukan dengan
dua cara yaitu pengumpulan data primer dengan menggunakan
kuesioner dan wawancara serta observasi. Sementara pengumpulan
data sekunder dilakukan melalui studi literatur, Analisis data di uji
dengan path analysis (jalur analisis).

Hasil uji analisis diperoleh memperlihatkan pengorganisasian
yang terdiri atas struktur, desain dan aplikasi secara bersama-sama
berpengaruh terhadap kinerja pengurusan izin mendirikan
bangunan (IMB). Pengaruh terbesar pada variabel aplikasi, variabel
aplikasi didukung oleh variabel struktur dan variabel desain sudah

kearah positif.

Kata Kunci: Perizinan, pengorganisasian, kinerja
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BAB 1
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Dalam meningkatkan kinerja organisasi telah banyak
terobosan yang dilakukan sebuah organiasi baik organisasi swasta
maupun organisasi pemerintah, Hal ini tercermin dengan banyak
kebijakan yang dikeluarkan oleh organisasi pemerintah dan swasta
dalam meningkatkan kinerja pegawainya, banyaknya kebijakan yang
dikeluarkan pemerintah sehingga diharapkan dapat menyelesaikan
masalah yang ada dalam masyarakat lebih penting lagi dapat
menyelesaikan persoalan dalam organisasi mulai dari struktur,
desain dan aplikasi dalam meningkatkan kinerja pegawai dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat, kebijakan pemerintah
dalam meningkatkan pelayanan kepada masayarakat seperti
kebijakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu, kebijakan ini
adalah suatu alat untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang pada
hakekatnya bukan sesuatu yang baru.

Pendekatan-pendekatan terpadu tidak lain adalah
pendekatan sistem, namun di dalam pelaksanaannya ada jalur-jalur
penghubung yang terputus dan hambatan-hambatan yang
mempengaruhi suksesnya suatu organisasi. Fenomena seperti ini
dapat menyebabkan penyimpangan dalam pelaksanaannya, dalam
hal ini ada yang tidak diketahui oleh pembuat kebijakan dalam
sebuah organisasi, tidak berjalan sesuai dengan harapan pembuat
kebijakan dan mungkin berbenturan dengan komponen-komponen
lain

Dalam sebuah organisasi publik harus di perhatikan
beberapa aspek salah satunya adalah perancangan struktur

organisasi yang sesuai dengan keinginan masyarakat atau budaya
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setempat, banyak organisasi publik tidak memperhatikan hal
tersebut ini dapat menyebabkan tidak berjalannya sebuah organisasi
sesuai keinginan masyarakat, struktur organisasi di perlukan untuk
memudahkan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan
anggotanyan, ada beberapa struktur organisasi seperti struktur
sederhana, fungsional, multidivisional, matriks, global matriks dan
struktur campuran. Setiap struktur memilki kelebihan dan
kekurangan masing-masing, hal ini yang harus di perhatiakan sebuah
organisasi

Pemerintah tampaknya telah melakukan langkah-langkah
untuk mengatasi masalah itu dengan keluarnya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 Tentang Pedoman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri tersebut, Pelayanan Perizinan Terpadu (P2T)
diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non
perizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi
yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari
tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang
dilakukan dalam satu tempat. Dapat dilihat secara konsepsional
pelayanan dari institusi-institusi yang ada dapat di pandang sebagai
input yang akan memberikan nilai produk marjinal yang berbeda-
beda pula. Dalam masyarakat modern problematika birokrasi adalah
salah satu kelemahan birokrasi. Ali Mufiz (dalam Pandji Santosa:
2008:17)

Birokrasi adalah salah satu bentuk organisasi yang paling
menonjol dalam masyarakat modern, namun tidak berarti
kelemahan yang melekat pada birokrasi bukanlah semata-
mata berdasarkan konotasi atau pandangan negatif, atau
prasangka buruk belaka, tetapi kelemahan yang terungkap
memang mempunyai dasar-dasar konseptual yang kuat.
Kelemahan birokrasi umumnya berkisar pada empat hal,
yakni standard efesiensi fungsional, penekanan yang
berlebihan terhadap rasionalitas, impersonalitas, hierarki;
penyelewengan tujuan; pita merah red tape.
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Pendahuluan

Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah dan Peraturan Mendagri Nomor 24 Tahun
2006 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu, Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota
Lhokseumawe yang selanjutnya di sebut KP2T. KP2T Kota
Lhokseumawe di bentuk qanun Nomor 4 Tahun 2009 tentang
perubahan atas qanun Kota Lhokseumawe Nomor 13 Tahun 2007
Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas, Lemabaga Teknis
Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.

Permasalahan dalam organisasi KP2T Kota Lhokseumawe,
dengan banyak penyimpangan tugas, delegasi wewenang, pembagian
tugas dan koordinasi yang tidak profesional dalam artian tidak
tersedianya tenaga yang dapat diandalkan serta penyediaan alat yang
kurang memadai dalam pengurusan izin khusus izin mendirikan
bangunan yang menyebabkan roda pengorganisasian tidak berjalan
dengan baik, disamping sering terjadi pergantian kepala kantor yang
menyebabkan perbedaan kebijakan dalam kantor pelayanan
perizinan terpadu Kota Lhokseumawe, ada rantai permasalahan yang
belum terselesaikan antara lain tenaga pegawai yang belum memiliki
standar dalam menjalankan tugas sehari-hari, dalam dilihat dari
proses masuknya izin mendirikan bangunan serta kualitas pegawai
dalam pengecekkan di lapangan. Proses keluarnya sebuah izin
pemohon harus memperhatikan beberapa langkah antara lain:

Adapun mengenai mekanisme dan pelayanan perizinan

terpadu satu pintu adalah sebagai berikut:

Universitas Malikussaleh 3
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CGambar 1.1

XEEE > ( PERMOHONAN }.
v
. .
. .
°
I Pengambllan zin
L N ] [ | oket Pelavanan ] . (Pengisian IKM)
LR N ] [ Pemeriksaan Berkas J — :
—
LA N J [ Penelitian Lapangan J —_— [ PROSES SK IZIN ]

Alur Proses
e o o ¢ o Ditolak/ Ditangguhkan

w— o o we Pembentahuan Pengambilan [zan
sessesssnnnenns Pembayaran Retnibus

(Sumber - Mekanisme dan Jenis Perizinan KP2T Kota Lhokseumave)

Mekanisme umum di KP2T Kota Lhokseumawe sama tapi

untuk persyaratan izin mendirikan bangunan antara lain:

1.
2.

O O N oUW

Konsultasi awal ke KP2T Kota Lhokseumawe

Permohonan kepada Walikota Lhokseumawe c/q kepala KP2T
bermaterai

Foto copy Surat Hak Atas Tanah

Gambar rencana Bangunan

Rencana Anggaran Biaya (RAB)

Lunas PBB

Foto copy KTP

Surat Pernyataan tiak untuk sarang burung walet

Surat Persetujuan Lingkungan Sesuai dengan Permohonan izin

10. Persetujuan dari Polsek dan Koramil (Untuk izin Tower)

11. Surat Perjanjian sewa-menyewa tanah (Untuk izin Tower)
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12. Sket Lokasi

Saat ini KP2T Kota Lhokseumawe sudah memiliki 19
(sembilan belas) orang pegawai negeri sipil, 4 (empat) orang
pegawai honor dan 9 (sembilan) bakti murni yang bertugas
memberikan pelayanan kepada masyarakat, walaupun sudah
memiliki makanisme yang jelas tapi dapat dilihat dari penempatan
staf, pembagian tugas, wewenang dan koordinasi tidak berjalan, hal
ini berkaitan dengan pengorganisasiaan yang tidak berjalan dengan
baik, dapat kita lihat jika dibandingkan jumlah bangunan maupun
jenis usaha yang ada di Kota Lhokseumawe. Kecendrungan
masyarakat Lhokseumawe mengurus perizinan apabila dalam

mengikuti tender atau untuk kepentingan kepengurusan kredit,

1.2. Indefikasi dan Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka
penulis merumuskan pokok permasalahan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut :
"Seberapa besar pengaruh pengorganisasian terhadap kinerja di
kantor pelayanan perizinan terpadu (KP2T) Kota Lhokseumawe

dalam pengurusan izin mendirikan bangunan”

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian
1.3.1. Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap, menganalisis
dan mengukur seberapa besar pengaruh pengorganisasian pelayanan
perizinan terpadu satu pintu terhadap pengurusan izin mendirikan
bangunan di kantor pelayanan terpadu satu pintu Kota

Lhokseumawe Propinsi Aceh.

1.3.2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini yaitu:

Universitas Malikussaleh 5
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1. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui analisis
empirik besarnya pengaruh pengorganisasian terhadap
kinerja pengurusan izin mendirikan bangunan di kantor
pelayanan terpadu satu pintu Kota Lhokseumawe Propinsi
Aceh

2. Memperoleh pengetahuan dan pemahaman melalui analisis
empirik terhadap struktur, desain dan aplikasi terhadap
kinerja pengurusan izin mendirikan bangunan dalam
melaksanakan pelayanan perizinan terpadu satu pintu di

Kota Lhokseumawe.

1.4. Kegunaan Penelitian.
1.4.1. Kegunaan Teoritis.

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah bahwa hasil penelitian
ini  diharapkan dapat memberikan kontribusi  terhadap
perkembangan konsep ilmu administrasi publik dengan mengkaji
dan menganalisis pengorganisasian kantor pelayanan satu pintu di
Kota Lhokseumawe dengan kualitas pelayanan perizinan terpadu
satu pintu di Kota Lhokseumawe serta mengaplikasikan berbagai

teori yang memiliki relevansi dengan penelitian ini

1.4.2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah untuk
memperoleh tambahan informasi tentang pengorganisasian terhadap
kinerja pengurusan izin mendirikan bangunan terpadu terhadap
kualitas pelayanan perizinan. Informasi ini diharapkan dapat
menjadi  sumbangan pemikiran bagi Pemerintahan Kota
Lhokseumawe dalam melakukan upaya-upaya pemecahan yang
berkaitan dengan pengorganisasian khususnya pelayanan perizinan

pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Lhokseumawe.
54
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BAB I
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Kajian Pustaka
2.1.1 Kajian terdahulu yang relevan

Penelitian tentang masalah kinerja bukan merupakan yang
baru, namun walaupun demikian kajian masalah kinerja menarik
untuk diteliti, sebab berbicara kinerja individu khusus tenaga
pegawai negeri sipil khusus untuk pelayanan publik, banyak
kalangan mempertanyakan kinerja mereka dalam memberikan
pelayanan ke masyarakat.

Penelitian yang dilakukan Ayi Karyana (2005) dengan judul:
“Pengaruh  Pengorganisasian Terhadap Kinerja Pengelolaan
Restribusi Pasar di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten
Cianjur (Suatu Kasus di Seksi Bina Usaha dan Sarana Perdagangan)”.
Penelitian ini dilaksanakan untuk studi tesis dengan menggunakan
metode survey explanatory. Penelitian ini menunjukkan yaitu:
Karakter jasa pasar/target restribusi tidak tergambarkan dan tidak
terintegrasi dalam organisasi dan tata kerja dinas, dalam kondisi
seperti itu kinerja pengelolaan restribusi pasar tidak optimal. Hasil
pengujian bahwa dimensi variable pengorganisasian berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pengelolaan restribusi pasar
di Dinas Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur secara total
konsisten dalam memberikan pemaknaan terhadap kakikat
pengorganisasian tetapi dalam rangka untuk lebih meningkatkan
kinerja pengelolaan restribusi pasar di pandang perlu
penyempurnaan terhadap pembagian kerja, departementalisasi,
rentang kendali dan delegasi wewenang. 1). Hasil analisis jalur

menunjukkan bahwa dimensi pembagian kerja, departementalisasi,
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rentang kendali dan delegasi wewenang dalam proses
pengorganisasian (organizing) unit pasar secara individual masing-
masing dimensi terbukti mempunyai pengaruh positif terhadap
kinerja pengelolaan restribusi pasar. 2). Hasil analisis jalur
menunjukkan secara bersama-sama terbukti bahwa dimensi
pengorganisasian yang terdiri dari dimensi pembagian Kkerja,
departementalisasi, rentang kendali dan delegasi wewenang
berpengaruh positif terhadap optimalisasi kinerja di Dinas
Perdagangan dan Industri Kabupaten Cianjur. Berpengaruh positif
tersebut menyatakan bahwa dimensi pembagian Kkerja,
departementalisasi, rentang kendali dan delegasi wewenang
mempunyai peranan yang penting dalam optimalisasi kinerja
pengelolaan restribusi pasar. 3). Komponen pengorganisasian yang
memiliki pengaruh paling dominan dalam optimalisasi kinerja
pengelolaan restribusi pasar menunjukkan hasil penelitian adalah
dimensi rentang kendali dibandingkan dengan dimensi pembagian
kerja, departemenlisasi dan delegasi wewenang. Hal ini
menggambarkan bahwa frekuensi hubungan hiraeki pekerjaan dan
derajat/ intersitas kemampuan berkomunikasi timbale balik antara
atasan langsung dan bawahan langsung meningkatkan optimasilisasi
kinerja pengelolaan restribusi pasar.

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Lia Muliawaty
(2002) dengan judul “Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja
Pegawai Pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung” dengan
metode penelitian surver eksplanatori. Penelitian ini menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh yang sifnifikan dan positif dari
pengorganisasian (X) yang terlihat dari 2 (dua) sub-variabel, yaitu
struktur organisasi (X1) dan komunikasi organisasi (X2) terhadap
kinerja pegawai pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Bandung. Kedua
sub-variabel dari pengorganisasian (X) yaitu struktur organisasi (X1)
dengan indicator pembagian kerja, desentralisasi, formalisasi,

koordinasi dan komunikasi organisasi (X2) dengan indicator
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komunikasi ke atas dan komunikasi ke bawah semuanya secara
signifikan mempengaruhi kinerja pegawai pada dinas pengelolaan
pasar Kota Bandung. Hasil penelitian menyatakan variable struktur
organisasi (X1) mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja
pegawai sebesar 0.50. Sedangkan untuk variable komunikasi
organisasi mempengaruhi secara langsung terhadap kinerja sebesar
0.47 berarti kedua variabal mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variable kinerja pegawai pada kantor dinas pengelolaan

pasar Kota Bandung.

2.1.2. Pengertian Organisasi dan Pengorganisasian

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis organisasi
adalah teori Stephen P. Robbins, dia mengungkapkan ada tiga pilar
untuk membangun sebuah organisasi yaitu: 1). Struktur, 2). Desain,
3). Aplikasi, sebuah pertanyaan apakah ketiga variabel tersebut
berhasilnya sebuah organisasi,

Ketiga faktor di atas harus dilaksanakan secara simultan
karena antara satu dengan yang lainnya memiliki hubungan yang
erat. Untuk meningkatkan pemahaman tentang sebuah organisasi.
Penyederhanaan dengan cara membreakdown (diturunkan) melalui
mulai dari Struktur, desain dan aplikasi dalam proses pembuatan
sebuah organisasi kedalam komponen prinsip. Struktur, desain dan
aplikasi organisasi adalah suatu proses dinamik yang mana meliputi
interaksi banyak faktor. Sub kategori dari faktor-faktor mendasar
ditampilkan sehingga dapat diketahui pengaruhnya terhadap sebuah
organisasi.

Teori organisasi adalah disiplin ilmu yang mempelajari
struktur dan desain organisasi. Teori organisasi menunjuk
aspek-aspek deskriptif maupun perspektif dari disiplin ilmu
tersebut. Teori organisasi menjelaskan bagaimana organisasi
sebenarnya distruktur dan menawarkan tentang bagaimana
organisasi bisa dikonstruksi guna meningkatkan keefektifan
organisasi (Stephen P. Robbins, 1994).
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Organisasi merupakan salah satu perwujudan dari kebutuhan
manusia untuk berinterksi. Manusia tertarik dengan orang lain
sehingga terjalin hubungan kerja dalam suatu kelompok yang
mempunnyai dasar-dasar tertentu. Dasar-dasar tersebut merupakan
suatu daya tarik bagi pembentukan suatu organisasi.

Organisasi adalah kesatuan (entity) sosial yang dapat
dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang
relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang
relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama
atau sekelompok tujuan (Robbins. 1994: 4).

Dalam hal ini dapat di menjelaskan perbedaan utama antara
lingkungan organisasi publik dan organisasi bisnis adalah:
lingkungan otorisasi (authorizing environment).Artinya, untuk
melakukan sesuatu, organisasi publik terlebih dahulu harus
mendapat izin atau legalitas. Sebuah organisasi publik untuk
mendapatkan anggaran harus melalui DPR atau DPRD baik
pendanaan (money) maupun wewenang (legal authority) dalam

membangun kapasitas organisasi dan kemampuan operasionalnya.

Gambar 2.1
Authorizing Permission
Environment
Resource
- Private
- Public
Operation
Capabilities Production

Co. Production

Model Pengelolaan Organisasi Publik
Alford dalam Jhonson dan Scholes, 2001

10 Ahmad Yani




Tinjauan Pustaka

Manajemen sangat berkaitan erat dengan organisasi sebagai
suatu tempat manajemen itu akan berperan secara aktif. Suatu
organisasi tanpa adanya manajemen yang baik di dalamnya, akan
sulit bagi organisasi tersebut untuk melakukan aktivitasnya dengan
baik. Untuk lebih jelas, dalam hal ini beberapa defenisi yang menjadi
titik tolak untuk penjelasan uraian-uraian selanjutnya, yakni:

1. Organisasi adalah sebuah unit sosial yang dikoordinasikan
secara sadar, terdiri atas dua orang atau lebih dan yang relatif
terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan
bersama (Robbins dan Judge, 1994: 5).

2. Organisasi adalah penyusunan dan pengelolaan berbagai
aktivitas manusia (baik dengan institusi/lembaga maupun
tidak), yang bertujuan menjalankan suatu fungsi atau maksud
tertentu (Kusdi, 2009:4).

Berdasarkan defenisi-defenisi tersebut dapat diketahui
beberapa elemen dasar yang menjadi ciri suatu organisasi yaitu: 1).
Kumpulan orang, 2). Pengaturan, 3). Pengelolaan, 4). Tujuan
bersama. Dari ciri tersebut dapat dirumuskan defenisi organisasi
yaitu suatu kumpulan orang yang diatur dan dikelola dengan
hubungan-hubungan formal dalam rangkaian terstruktur untuk
mencapai tujuan bersama secara efektif. Sementara itu, studi
organisasi dapat di bedakan menjadi dua aspek, yaitu aspek material
dan aspek manusia. Pada aspek material, pengaruh dari ilmu
ekonomi, manajemen, teknik dan lain sebagainya lebih mendominasi
dan biasanya mampu memberikan penjelasan yang cukup
memuaskan. Selanjutnya aspek manusia, studi organisasi tidak hanya
terdiri dari teori organisasi, melainkan dua unsur, yaitu teori
organisasi  (organizational theory) dan perilaku organisasi
(organizational behavior), yang masing-masing pada aspek makro
damn mikro (Gerloff, 1985: 10-12)

Universitas Malikussaleh 11




Perizinan Terpadu

Gambar 2.2
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Piranmda Studi Oggarisas
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Pengorganisasian (organizing) dan struktur keorganisasian
(organizational structur) sering kali kita gunakan dalam membahas
aneka macam aspek teori organisasi. Pengorganisasian (organizing)
dapat dinyatakan sebagai proses, yaitu diupayakan agar struktur
sesuatu organisasi tertentu, cocok dengan sasaran-sasarannya,
sumber daya yang ada dan lingkungannya.

Struktur keorganisasian (organizational structur) dapat
dirumuskan sebagai pengaturan dan antarhubungan bagian-bagian

komponen dan posisi-posisi suatu organisasi (stoner, 1989: 264)

2.1.3. Struktur Organiasi

Struktur organisasi memiliki tiga komponen: Kompleksitas,
formalisasi, dan sentralisasi. Kompleksitas, mempertimbangkan
tingkat diferensiasi yang ada dalam organisasi. Termasuk
didalamnya tingkat spesialisasi atau tingkat pembagian kerja, jumlah
tingkatan dalam hierarki organisasi, serta tingkat sejauh mana unit-

unit organisasi tersebar secara geografis. Formalisasi adalah tingkat
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sejauh mana sebuah organisasi menyandarkan dirinya kepada
peraturan dan prosedur untuk mengatur perilaku karyawannya.
Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat
pengambilan keputusan. Pada kasus lainnya, pengambilan keputusan
bisa didesentralisasikan. Dengan demikian organisasi cenderung
untuk disentralisasikan maupun cenderung didesentralisasikan,
namun menetapkan letak organisasi dalam rangkaian keputusan
tersebut, merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan apa
jenis struktur yang ada. Struktur organisasi dapat berbentuk lini
(garis), lini dan staf maupun matriks

Sebagai suatu bentuk kumpulan manusia dengan ikatan-
ikatan tertentu atau syarat-syarat tertentu, maka organisasi telah
pula berkembang dalam berbagai aspek termasuk ukuran dan
kompleksitas. Semakin besar ukuran suatu organisasi semakin
cenderung menjadi kompleks keadaannya. Kompleksitas ini
menyangkut berbagai hal seperti kompleksitas alur informasi,
kompleksitas komunikasi, kompleksitas pembuat keputusan,
kompleksitas, pendelegasian wewenang dan sebagainya.

Kompleksitas lain adalah sehubungan dengan sumber daya
manusia. Seperti kita ketahui bahwa sehubungan dengan
sumberdaya manusia ini dapat diidentifikasi pula berbagai
kompleksitas seperti kompleksitas jabatan, kompleksitas tugas,
kompleksitas kedudukan dan status, kompleksitas hak dan
wewenang dan lain-lain. Kompleksitas ini dapat merupakan sumber
potensial untuk timbulnya konflik dalam organisasi, terutama konflik
yang berasal dari sumber daya manusia, dimana dengan berbagai
latar belakang yang berbeda tentu mempunyai tujuan yang berbeda
pula dalam tujuan dan motivasi mereka dalam bekerja.

Robbins (1994), menyebutkan dimensi yang membentuk
kemampuan intelektual ini terdiri dari tujuh dimensi yaitu:

1. Kemahiran berhitung adalah kemampuan untuk berhitung

dengan cepat dan tepat
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2. Pemahaman verbal adalah kemampuan memahami apa
yang dibaca / didengar serta hubungan kata satu
dengan yang lainnya.

3. Kecepatan konseptual adalah kemampuan mengenali
kemiripan dan beda visual dengan cepat dan tepat.

4. Penalaran induktif adalah kemampuan mengenali suatu
urutan logis dalam suatu masalah dan kemudian
memecahkan masalah itu.

5. Penalaran deduktif adalah kemampuann menggunakan
logika dan menilai implikasi dari suatu argumen.

6. Visualisasi ruang adalah kemampuan membayangkan
bagaimana suatu obyek akan tampak seandainya
posisinya dalam ruang di ubah.

7. Ingatan (memori) adalah kemampuan mendalam dan

mengenang kembali pengalaman masa lalu.

Formalisasi merujuk pada tingkat sejauh mana pekerjaan
dalam organisasi distandardisasi. Makin tinggi formalisasinya, maka
diatur pula perilaku pegawainya. Formalisasi dapat dicapai dalam
pekerjaan. Dalam keadaan demikian, organisasi tersebut akan
menggunakan peraturan dan prosedur untuk mengatur apa yang
dilakukan oleh para pegawai. Namum dalam sebuah proses
formalisasi yang palsu dapat terjadi diluar pekerjaan yaitu pada
pelatihan yang diterima oleh para pegawai sebelum memasuki
organisasi. Hal ini mencirikan para pegawai yang profesional
(Robbins: 1994: 127)

Sentralisasi mempertimbangkan dimana letak dari pusat
pengambilan keputusan. Pada kasus lainnya, pengambilan keputusan
bisa didesentralisasikan. Dengan demikian organisasi cenderung
untuk disentralisasikan maupun cenderung didesentralisasikan,
namun menetapkan letak organisasi dalam rangkaian keputusan
tersebut, merupakan salah satu faktor utama dalam menentukan apa

jenis struktur yang ada. Struktur organisasi dapat berbentuk lini
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(garis), lini dan staf maupun matriks. Desentralisasi mengurasi
kemungkinan terjadinya beban informasi yang berlebihan, memberi
tanggapan yang cepat terhadap informasi yang baru, memberikan
masukkan yang lebih banyak bagi semua keputusan, mendorong
terjadi motivasi, merupak sebuah alat yang potensial untuk melatih
para manger dalam mengembangkan pertimbangan yang baik.
Sebaliknya sentralisasi menambah suatu perspeptif yang
menyeluruh terhadap keputusan-keputusan dan dapat memberikan

efesiensi yang berarti.

2.1.4. Pengertian Desain Organisasi

Dalam fungsi pengorganisasian, manajer mengalokasikan
keseluruhan sumber daya organisasi sesuai dengan rencana yang
telah dibuat melalui suatu desain organisasi. Desain organisasi
merupakan langkah awal dalam memulai pelaksanaan kegiatan
perusahaan untuk pencapaian tujuan perusahaan. Pengertian yang
jelas tentang desain organisasi oleh beberapa ahli sebagai berikut:

1. Desain organisasi adalah keseluruhan rangkaian elemen
struktural dan hubungan di antara elemen-elemen tersebut yang
digunakan untuk mengelola organisasi secara total (Griffin,
2004:352).

2. Desain organisasi adalah sebuah proses memilih dan mengelola
aspek-aspek struktural dan kultural yang dilakukan oleh para
manajer sehingga organisasi mampu mengendalikan kegiatan
apa saja yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan bersama
(Wisnu dan Nurhasanah, 2005:11).

Beberapa pengertian tersebut dapat diketahui bahwa desain
organisasi merupakan proses memilih dan mengelola segala aspek-
aspek dalam organisasi sehingga menciptakan suatu struktur
organisasi tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Menurut
Ivancevich, Konopaske, dan Matteson (2007:236) dalam desain
organisasi terdapat empat proses yang harus dilakukan, yaitu:
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1. Pembagian Kerja

Pembagian kerja adalah proses membagi pekerjaan menajdi
jabatan-jabatan spesifik untuk memaksimalkan manfaat spesialisasi.
Keuntungan ekonomis dari pembagian pekerjaan menjadi jabatan-
jabatan khusus merupakan alasan historis utama yang mendasari

penciptaan organisasi.

2. Departementalisasi

Alasan-alasan untuk mengelompokkan pekerjaan - pekerjaan
tergantung pada kebutuhan untuk mengkoordinasikan pekerjaan-
pekerjaan tersebut. Pekerjaan - pekerjaan spesialisasi dipisahkan
satu sama lain, saling berhubungan dengan keseluruhan tugas, dan
pencapaian keseluruhan pekerjaan membutuhkan pencapaian setiap
pekerjaan. Tetapi pekerjaan - pekerjaan tersebut harus dilakukan
dengan cara dan urutan tertentu, sesuai dengan yang dikehendaki

pihak manajemen ketika pekerjaan tersebut disusun.

3. Pendelegasian Wewenang

Pendelegasian wewenang adalah proses pembagian
kewenangan dari atas ke bawah di dalam suatu organisasi. Para
manajer akan memutuskan seberapa besar kewenangan yang
seharusnya didelegasikan kepada setiap jabatan dan pemegang
jabatan. Pendelegasian wewenang menagcu secara khusus pada

kewenangan mengambil keputusan.

4. Rentang Kendali

Rentang kendali adalah jumlah bawahan yang melapor
kepada atasan. Rentang ini merupakan satu faktor yang
mempengaruhi bentuk dan tinggi suatu struktur organisasi.
Pertimbangan yang penting dalam menentukan rentang kendali
seorang manajer bukanlah jumlah hubungan yang mungkin terjadi,

melainkan frekuensi dan intensitas hubungan yang sebenarnya.
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Dalam memahami ddesain organisasi, maka menurut Robbins
dan Judge (1994: 224) ada tiga desain organisasi yang lazim
digunakan, yakni:

a. Struktur Sederhana

Sebuah  struktur  yang  dicirikan dengan  kadar
departemantalisasi yang rendah, rentang kendali yang luas,
wewenang yang terpusat pada seseorang saja, dan sedikit
formalisasi. Struktur sederhana paling banyak dipraktikkan dalam
usaha-usaha kecil dimana manajer dan pemilik adalah orang yang

satu dan sama. Kekuatan-kekuatan dari desain organisasi ini antara

lain:
1. Sederhana.
2. Cepat.
3. Fleksibel.
4. Tidak mahal untuk dikelola.
5. Akuntabilitasnya jelas.

Kelemahan-kelemahan dari desain organisasi ini sebagai berikut:
1. Sulit dijalankan dimana pun selain di organisasi kecil.
2. Formalisasinya rendah dan sentralisasinya tinggi cenderung
menciptakan kelebihan beban informasi di puncak.
3. Berisiko, segalanya bergantung pada satu orang saja.

Kemampuan adalah kapasitas individu melaksanakan
berbagai tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut Robbins (1994)
berpendapat pada hakikatnya kemampuan individu tersusun dari
dua perangkat faktor yaitu kemampuan intelektual, dan kemampuan
fisik. Kemampuan mengelola lingkungan dalam penelitian ini adalah
kapasitas organisai dalam melaksanakan berbagai tugas dalam suatu
pekerjaan  meliputi pemanfaatan, penataan, pengawasan,
pengendalian, pemulihan, dan pengembangan untuk meningkatkan
kualitas lingkungan organisasi, dan lingkungan sosial. Orang-orang di

dalam sebuah organisasi mempunyai suatu keterikatan yang terus
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menerus, rasa keterkaitan ini, tentunya, bukan berarti keanggotaan
seumur hidup. Akan tetapi sebaliknya, organisasi menghadapi
perubahan yang konstan di dalam keanggotaan mereka, meskipun
pada saat mereka menjadi anggota, orang-orang dalam organisasi
berpartisipasi secara relatif teratur, selanjutnya masalah konflik
menurut Robbin (1994) keberadaan konflik dalam organisasi dalam
organisasi ditentukan oleh persepsi individu atau kelompok. Jika
mereka tidak menyadari adanya konflik di dalam organisasi maka
secara umum konflik tersebut dianggap tidak ada. Sebaliknya, jika
mereka mempersepsikan bahwa di dalam organisasi telah ada
konflik maka konflik tersebut telah menjadi kenyataan.

Budaya organisasi berkaitan dengan bagaimana karyawan
memahami karakteristik budaya suatu organisasi, dan tidak terkait
dengan apakah karyawan menyukai karakteristik itu atau tidak.
Budaya organisasi adalah suatu sikap deskriptif, bukan seperti

kepuasan kerja yang lebih bersifat evaluatif.

2.1.5. Aplikasi

Mengidentifikasi dan menerapkan pendekatan-pendekatan
masalah kontemporer organisasi seperti masalah lingkungan, konflik
organisasi, budaya organisasi dan evolusi organisasi. Dalam Sebuah
organisasi yang terkait dengan peran faktor lingkungan internal dan
eksternal sebagai pendorong maupun sebagai hal yang perlu
dibentuk untuk mencapai keefektifan organisasi dalam meraih
kinerjanya

Menurut Robbins (1994) tujuan dari perubahan yang
direncanakan adalah untuk memperbaiki kemampuan organisasi
yang ada untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan
yang terjadi di lingkungannya. Perubahan yang direncanakan akan
lebih berhasil jika semua bagian dalam sistem tersebut mendukung
usaha perubahan itu. Perubahan adalah sebuah proses yang dinamis

dan terus menerus yang didorong oleh kebutuhan organisasi untuk
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menyesuaikan dan mencocokkan diri dengan perubahan-perubahan
yang  berlangsung  dilingkungannya. @ Manajer = senantiasa
mengantisipasi perubahan-perubahan dalam lingkungan yang akan
mensyaratkan penyesuaian-penyesuaian disain organisasi diwaktu
yang akan datang. Perubahan-perubahan dalam lingkungan
organisasi dapat disebabkan oleh kekuatan internal dan kekuatan
eksternal. Berbagai kekuatan eksternal dapat menekan organisasi
untuk mengubah tujuan, struktur dan operasinya. Sedangkan
perubahan dari faktor seperti tujuan, kebijakan manajer, sikap
karyawan, strategi dan teknologi baru juga dapat merubah
organisasi. Setiap organisasi penting mengalami perubahan sesuai
dengan kebutuhan organisasi tersebut.
Faktor-faktor penting yang menentukan tingkat perubahan
akan menjadi permanen (Robbins, 1994) :
a) Sistem alokasi imbalan
Jika imbalan-imbalan tersebut kurang memenuhi harapan,
perubahan akan pendek umurnya.
b) Dukungan dari seorang sponsor
Individu ini biasanya yang berada pada tingkat tinggi dari
hierarki manajemen
c) Kegagalan untuk menyampaikan informasi mengenai harapan
akan mengurangi tingkat pembekuan kembali.
d) Kekuatan kelompok
Ketika pegawai mulai mengetahui bahwa yang lainnya dalam
kelompok mereka menerima dan menyetujui perubahan tersebut
mereka akan merasa lebih bisa menerimanya.
e) Komitmen terhadap perubahan mengakibatkan penerimaan yang

lebih besar dan pasti.

Dalam sebuah organisasi konflik selalu dipandang hal negatif
dalam beberapa pandangan konflik hanya melintangi koordinasi dan

kerjasama tim dibutuhkan untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
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Menurut Robbins. 1994: 453 Pandangan lain tentang konflik.
Pandangan ini berargumentasi bahwa konflik meningkatkan
keefektifan organisasi dengan merangsang perubahan dan
memperbaiki proses pengambilan keputusan. pandangan tersebut
adalah 1) Pandangan Tradisional, 2) Pandangan Interactionist

Budaya meimplikasikan ada dimensi atau karakteristik
tertentu yang berhubungan secara erat dan interdefenden,
karakteristik utama yang menjadi pembeda budaya organisasi
adalah. 1) Iniatif individual, 2) Toleransi terhadap tindakan beresiko.
3) Arah. 4) Integrasi, 5) Dukungan dari manajemen, 6) Kontrol, 7)
Indentitas, 8) Sistem imbalan, 9) Toleransi terhadap koflik, 10) Pola-
pola komunikasi (Robbins. 1994: 480)

Proses evolusi organisasi menciptakan model lima tahap.
Berikut adalah tahapan-tahapannya:

a. Kreativitas

Pertama dari evolusi sebuah organisasi dicirikan oleh
kreativitas para pendirinya. Para pendiri biasanya menuangkan
energi untuk mengembangkan produk baru dan pasar. Desain
organisasi mereka cenderung kelihatan sebagai suatu struktur
sederhana. Pengambilan keputusan cenderung dikontrol oleh
manajer-pemilik atau oleh manajemen puncak. Komunikasi lebih
bersifat informal. Saat organisasi tumbuh, akan sulit mengelola
dengan hanya mengandalkan komunikasi informal, manajer senior
akan terlalu banyak beban kerjanya. Munculah krisis kepemimpinan
karena mereka yang menjalankan perusahaan tidak lagi mempunyai
keterampilan atau minat untuk mengatur organisasi tersebut dengan
berhasil. Manajemen professional yang kuat diperlukan untuk dapat

memperkenalkan manajemen dan teknik organisasi yang lebih rumit.

b. Pengarahan
Jika krisis kepemimpinan telah terpecahkan, maka akan
diperoleh kepemimpinan yang kuat. Pemimpin yang baru tersebut

akan memformalkan komunikasi dan menempatkan akuntansi,
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anggaran, persediaan system lainnya pada tempat yang sesuai.
Desain organisasi akan menjadi semakin birokratis. Spesialisasi
diperkenalkan, seperti juga struktur yang fungsional, agar dapat
memisahkan aktivitas produksi dan pemasaran. Manajer-manajer
tingkat bawah akan frustasi dan mencari pengaruh yang lebih besar
dalam pengambilan keputusan yang mempunyai dampak terhadap
mereka, namun manajemen yang baru segan untuk melepaskan
kekuasaan, hasilnya sebuah Kkrisis otonomi. Pemecahannya
cenderung terletak pada pendesentralisasian pengambilan

keputusan.

c. Pendelegasian

Ketika pengambilan keputusan didesentralisasikan, maka
krisis tahap kedua telah terpecahkan. Manajer tingkat
bawahsekarang mempunyai otonomi relative untuk menjalankan
unit-unit mereka. Manajemen puncak menggunakan energinya untuk
perencanaan strategis jangka panjang. Sistem control internal
digunakan untuk mengontrol manajer tingkat bawah. Pendelegasian
akhirnya menimbulkan krisis control. Manajer tingkat bawah
menikmati otonomi mereka tetapi manajer puncak khawatir bahwa
organisasi akan berjalan kea rah berbagai arah secara bersamaan.
Jawaban dari manajemen puncak adalah mencoba kembali pada
keputusan yang disentralisasi. Sentralisasi dilihat sebagai suatu cara
untuk memberi kesatuan dalam kepemimpinan. Namun hal ini jarang
sekali realistis, maka cara-cara koordinasi lain harus ditemukan dan

dilaksanakan.

d. Koordinasi

Krisis control tersebut terpecahkan dengan melaksanakan
peninjauan kembali, penilaian dan mengontrol aktivitas manajer lini
dari unit-unit staf dan kelompok-kelompok produk untuk
mempermudah koordinasi. Alat koordinasi tersebut menciptakan
masalah tersendiri. Konflik staf misalnya, mulai menggunakan

banyak waktu dan tenaga. Karyawan tingkat rendah makin mengeluh
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bahwa mereka dibebani peraturan dan control. Sebuah krisis
birokrasi terjadi dan jika tidak dapat dipecahkan dapat menimbulkan
penyimpangan tujuan.

e. Kerjasama

Pemecahan terhadap Krisis birokrasi adalah kerjasama antar
pribadi yang kuat diantara para anggota organisasi. Budaya yang
kuat bertindak sebagai suatu substitusi bagi control yang formal
Satuan-satuan tugas dan alat-alat kelompok lainnya diciptakan untuk
melaksanakan tugas dan memecahkan masalah. Struktur organisasi
vergerak ke arah bentuk yang organik. Krisis yang mungkin timbul
dari struktur kerjasama organik ini tidak jelas. Hal ini dapat berarti
kembali kepada salah satu krisis yang ada di dalam model ini.

Evolusi merupakan perubahan yang sangat cepat dalam
perkembangan organisasi dengan memberikan inovasi baru dalam
bentuk keunggulan-keunggulan dan Kkeunikan-keunikan dari
perkembangan awal sampai perkembangan yang paling mutakhir
dalam teori organisasi.

Dalam evolusi organisasi dapat dilihat pada gambal lima tahap
pertumbuhan
Gambar 2.3

TAHAPI TAHAPHO TAHAPII TAHAPIV TAHAPV
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—
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Sumber : Teon Orgamsasi Robbins, 1994
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2.2. Kinerja
2.2.1. Pengertian Kinerja

Kinerja berasal dari pengertian performance. Menurut Kamus
Besar Bahasa Indonesia kinerja adalah sesuatu yang dicapai; prestasi
yang diperlihatkan; kemampuan kerja (tentang peralatan). Sedang
menurut istilah, kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan
hasil yang dicapai dari pekerjaan tersebut.

Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan bagaimana
cara mengerjakannya (Wibowo, 2007). Kinerja mencakup beberapa
variabel yang berkaitan; input, perilaku-perilaku (proses), output dan
outcome (dampak). Variabel variabel tersebut tidak dapat dipisahkan
dan saling berkaitan. Dalam satu organisasi yang terdiri dari
individuindividu yang memiliki karakteristik yang berbeda, perilaku
individu dalam organisasi berpengaruh terhadap output dan outcome
yang akan diraih oleh organisasi. Organisasi akan berhasil mencapai
tujuannya apabila perilaku-perilaku individu dapat diarahkan dan

dimotivasi untuk mencapai output tertentu (Laurensius F, 2005)

2.2.2. Konsep Kinerja

Konsep kinerja pada dasarnya dapat dilihat dari dua segi,
yaitu kinerja pegawai (perindividu) dan kinerja organisasi. Kinerja
pegawai adalah hasil kerja perseorangan dalam suatu organisasi.
Sedangkan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang
dicapai suatu organisasi.

Dalam kehidupan organisasi, manusia merupakan salah
satu dimensi utama organisasi (Schermerhom, Jr. 1998, Thoha 1996
dan Indrawijaya, 2002), dan menjadi pemeran sentral
pendayagunaan sumber-sumber yang lain (Sujak 1990). Artinya
bagaimanapun baiknya organisasi, lengkapnya sarana dan fasilitas kerja,
semuanya tidak akan mempunyai arti tanpa adanya aktivitas manusia
yang mengatur, menggunakan dan memeliharanya. Sehingga

dengan demikian keefektifan suatu organisasi dalam rangka
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mencapai tujuannya akan sangat dipengaruhi oleh kualitas dari
anggota organisasi (Fieldman and Arnold 1985), khususnya perilaku
dari para anggota organisasi tersebut (Gibson: 1996). Dengan kata
lain kinerja organisasi tergantung pada kinerja individu (Gibson: 1996).

Pada dasarnya kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh
seorang pegawai dalam melaksanakan tugas dan pekerjaan yang
dibebankan kepadanya. Istilah kinerja berasal dari kata job performance
atau actual performance (prestasi Kerja atau prestasi sesungguhnya yang
dicapai oleh seseorang). Pengertian kinerja (prestasi kerja) adalah hasil
kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya. Suprihanto (1998) mengemukakan bahwa
prestasi kerja karyawan adalah hasil kerja seorang karyawan
selama periode waktu tertentu dibandingkan dengan berbagai
kemungkinan, misalnya standar, target/sasaran atau kriteria yang
telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama.

Kinerja berkorelasi signifikan terhadap pencapaian efektivitas
organisasi (Elizur, D, Borg, L, Hunt, R, and Beck, LM., 1996), oleh karena
itu komponen organisasi yang terdiri dan kepribadian, kelompok
dan organisasi tentunya mempunyai kepentingan masing-masing.
Kepentingan ketiga komponen ini seringkali bertentangan dan
rawan terhadap konflik. Persaingan dan konflik terjadi, karena
mempunyai tujuan yang sama latar belakang heterogen, sikap
perasaan yang sensitif, perbedaan pendapat dan perbedaan
kepentingan. Persaingan yang sehat akan membuat karyawan
menjadi kreatif, dinamis, dan berlomba-lomba untuk mencapai
prestasi kerja yang optimal.

Kinerja merupakan tingkat efisiensi dan efektivitas serta
inovasi dalam pencapaian tujuan oleh pihak manajemen dan divisi-
divisi yang ada dalam organisasi. Kinerja dikatakan baik dan sukses
jika tujuan yang diinginkan dapat dicapai dengan balk. Kinerja juga

dipandang sebagai fungsi dari interaksi antara kemampuan, motivasi
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dan kesempatan, sehingga kinerja seseorang dipengaruhi oleh
kepuasan kerja (Robbins, 1994: 98).

Kinerja merupakan kondisi yang hares diketahui dan
diinformasikan kepada pihak-pihak tertentu untuk mengetahui
tingkat pencapaian hasil suatu instansi dihubungkan dengan visi yang
diemban suatu organisasi serta mengetahui dampak positif dan negatif
dari suatu kebijakan operasional yang diambil. Dari hasil penelitian
Hunter (1984 dalam Elizur et al. 1996) disimpulkan bahwa kinerja
berkorelasi signifikan terhadap pencapain efektivitas organisasi.
Menurut Gibson Invancevich & Donnelly (terjemahan, 1997:118),
kinerja adalah tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas dan
kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan
Mathis & John H. Jackson (terjemahan Jimmy Sadeli dan Bayu Prawira,
2000:78) menyatakan bahwa kinerja pada dasarnya adalah apa yang
dilakukan atau tidak dilakukan karyawan.

Menurut Gary Siegel dan Helene Ramanauskas-Macaroni dalam
bukunya Behavior Accounting, menyebutkan bahwa kinerja
dipergunakan manajemen untuk melakukan penilaian secara periodik
mengenai efektivitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi,
dan karyawan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah
ditetapkan sebelumnya Selanjutnya Larry D. Stout dalam
Performance Measurement Guide (1993) menyatakan bahwa
pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan mengukur
pencapaian pelaksanaan kegiatan dalam arah pencapaian misi
(mission accomplish) melalui hasil-hasil yang ditampilkan berupa
produk, jasa, ataupun suatu proses.

Mink (1993:76) mengemukakan bahwa kepribadian yang
berkinerja tinggi memiliki beberapa karakteristik, yaitu : (a)
berorientasi pada prestasi; (b) percaya diri; (e) pengendalian diri; dan
(d) kompetensi: Dengan demikian kinerja berarti perbuatan karyawan di
dalam kontribusinya terhadap pelaksanaan suatu pekerjaan tertentu

untuk mencapai sasaran, tujuan, misi, dan visi organisasi yang
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tertuang dalam perumusan pereneanaan strategis (strategic planning)
organisasi. Menurut Rivai (2003) perbuatan dapat mencakup
penampilan kecakapan melalui proses atau prosedur tertentu yang
terfokus pada tujuan yang hendak dicapai, serta dengan terpenuhinya
standar pelaksanaan dan kualitas keluaran yang diharapkan, sehingga
pencapaian tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya merupakan
salah satu tolok ukur kinerja seseorang.

Pengertian yang tidak jauh berbeda dikemukakan Gibson
(1993) sebagai hasil karya timbul dari suatu kombinasi usaha,
kemampuan/keterampilan dan pengalaman seseorang. Dari
pemahaman/mengenai prestasi kerja tersebut dapatlah
disimpulkan bahwa kemampuan (usaha), motivasi, pengalaman dan
kesempatan merupakan faktor-faktor yang menentukan tingkat
prestasi kerja seseorang. Seorang karyawan akan memiliki prestasi
kerja yang baik jika didukung oleh kekuatan faktor-faktor tersebut.

Menurut Blumberg dan Pringle (1982:565), tinggi rendahnya
aktualisasi peran atau kinerja individu anggota organisasi adalah
hasil interaksi dari tiga kelompok faktor, yaitu karakteristik individu,
kadar upaya, serta karakteristik organisasi. Mengemukakan pendapat
Blumberg dan Pringle tentang dimensi dan aktualisasi peran atau
kinerja individu.

Sejumlah latar belakang yang menjadikan seseorang berbeda
dari yang lainnya. Variabel-variabel karakteristik demografis yang
penting antara lain seperti jender, usia, dan latar belakang etnis. Kedua,
karakteristik kompetensi, terdiri dari attitude and ability. Attitude
merupakan potensi dari kemampuan (ability) untuk mempelajari
sesuatu. Ability merupakan kemampuan atau kapasitas untuk berbuat
sesuatu. Ketiga, Karakteristik kepribadian, merupakan cakupan dari
keseluruhan profil atau kombinssi karakteristik yang unik dari
seseorang dimana is berinteraksi dan bereaksi terhadap orang lain.
Salah satu cara untuk mengklasifikasikan kepribadian adalah dengan

melihat kerangka sifat-sifat sosial, nilai-nilai, keinginan dan arab
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seseorang untuk bertindak dengan cara-cara tertentu, konsepsi
perorangan, penyesuaian emosional, dan dinamika kepribadian.

Sifat-sifat kepribadian yang penting dalam perilaku organisasi
diantaranya adalah gaya pemecahan masalah, lokus kontrol,
otoritarianisme/dogmatisme, dan marchiavellisme. Keempat,
karakteristik nilai-nilai, yaitu keyakinan global yang membimbing
tindakan dan penilaian dalam beragam situasi. Kelima, karakteristik
attitude dan persepsi. Attitude dipengaruhi oleh nilai-nilai, tetapi
berfokus terhadap objek atau orang tertentu, clan secara kontras
nilai-nilai memiliki fokus yang lebib umum. Attitude atau pradisposisi
untuk merespon dengan cara positif dan negatif kepada seseorang atau
sesuatu dalam lingkungannya. Penampakannya adalah melalui
perilaku yang dikehendaki untuk mempengaruhi perilaku nyata
atau variabel lainnya. Sementara persepsi adalah proses dimana
seseorang menerima, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan
informasi dari lingkungan mereka.

Penilaian terhadap kinerja menurut Gomes (2003)
mempunyai tujuan untuk me-reward kinerja sebelumnya (to reward
past performance) dan untuk memotivasi demi perbaikan kinerja
pada masa yang akan datang (to motivate future performance
improvement). Informasi-informasi yang diperoleh dari penilaian
kinerja ini dapat digunakan untuk kepentingan pernberian gaji,
kenaikan gaji, promosi, pelatihan dan penempatan tugas-tugas tertentu.

Selanjutnya untuk mengetahui kinerja karyawan menurut
Bernardin & Russel (1998) adalah bahwa: "perlu diadakan penilaian
kinerja, untuk mengelola dan memperbaiki kinerja karyawan, untuk
membuat keputusan staf yang tepat waktu dan akurat dan untuk
mempertinggi kualitas produksi dan jasa perusahaan secara
keseluruhan." Sejalan dengan pendapat tersebut, Wethen & Davis
(1993), menyatakan bahwa: "Performance appraisal is the prosess by which
organization evaluate job performance". Penilaian kinerja merupakan

proses dimana organisasi melakukan evaluasi performansi pekerjaan.

Universitas Malikussaleh 27




Perizinan Terpadu

Penilaian kinerja terdiri atas tiga tahap yaitu mendefinisikan
pekerjaan, menilai performansi dan memberikan umpan balik.
Mendefinisikan pekerjaan berarti memberikan keyakinan bahwa
atasan dan bawahan setuju dengan pekerjaan dan penetapan
standar pekerjaan. Penilaian performansi berarti membandingkan
prestasi aktual karyawan dengan standar yang telah disepakati dan
selanjutnya dilakukan tahap umpan balik.

Pengertian tersebut di atas dapat dikatakan bahwa setiap
perusahaan mutlak melakukan penilaian untuk mengetahui
kinerja yang dicapai setiap karyawan, apakah telah sesuai atau tidak
dengan harapan perusahaan. Dengan demikian kinerja adalah
gambaran dari aspek-aspek penting yaitu hasil kerja, kompetensi,
perilaku dan potensi karyawan, dimana untuk mengetahui faktor-
faktor tersebut dapat digunakan suatu penilaian kinerja.

Beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan
bahwa penilaian kinerja merupakan prosedur sistematik dimana kinerja
sebenarnya dari karyawan manajerial, profesional, teknis dan klarikai
dinilai secara formal mencakup aspek kualitatif dan kuantitaif dengan
membandingkan antara kinerja aktual dengan standar pekerjaan yang
telah ditetapkan. Dalam melakukan penilaian terhadap kinerja
karyawan yang berdasarkan deskripsi perilaku yang spesifik, maka
ada beberapa dimensi atau kriteria yang perlu mendapat perhatian
menurut Gomes (2003) diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Quantity of work, yaitu jumlah kerja yang dilakukan dalam
suatu periode waktu yang ditentukan.

2. Quadlity of work, yaitu kualitas kerja yang dicapai
berdasarkan syarat-syarat kesesuaian dan kesiapannya.

3. Job knowledge, yaitu luasnya pengetahuan rnengenai
pekerjaan dan keterampilannya.

4. Creativeness, yaitu keaslian gagasan-gagasan yang
dimunculkan dan tindakan-tindakan untuk

menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul.
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5. Cooperation, yaitu kesediaan untuk bekerja sarna dengan
orang lain sesama anggota organisasi

6. Dependability, yaitu kesadaran dan dapat dipercaya dalam
hal kehadiran dan menyelesaikan pekerjaan.

7. Initiative, yaitu semangat untuk inelaksanakan tugas-tugas
barn dan dalam memperbesar tanggung jawabnya.

8. Personal qualities, yaitu menyangkut kepribadian,

kepemimpinan, keramah tamahan dan integritas pribadi.

Untuk dapat melakukan penikian terhadap Kkinerja secara
efektif, ada dua syarat utama yang harus diperhatikan, yaitu (1) adanya
kriteria kinerja yang dapat diukur secara objektif dan (2) adanya
objektivitas dalam proses evaluasi.

Kriteria pengembangan Kkinerja yang dapat diukur secara
objektif untuk pengembangannya diperlukan kualifikasi-kualifikasi
tertentu. Ada tiga kualifikasi penting bagi pengembangan Kkriteria
kinerja yang dapat diukur secara objektif, yaitu :

1. Relevansi, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat
kesesuaian antara kriteria dengan tujuan-tujuan kinerja.
Misalnya kecepatan produksi bisa menjadi ukuran kinerja
yang lebih relevan jika dibandingkan dengan penampilan
seseorang.

2. Reliabilitas, yaitu pengukuran yang menunjukkan tingkat
dimana kriteria menghasilkan hash yang konsisten. Ukuran-
ukuran kuantitatif seperti satuansatuan produksi dan volume
penjualan bisa menghasilkan ukuran yang konsisten secara
relatif. Sedangkan kriteria-kriteria yang sifatnya subjektif,
seperti sikap, kreativitas dan Kkerja sama menghasilkan
pengukuran yang tidak konsisten karena tergantung pada orang
yang mengevaluasinya.

3. Diskriminasi, yaitu tingkat pengukuran dimana suatu kriteria
kinerja bisa memperlihatkan perbedaan-perbedaan dalam

kinerja. Jika nilai cenderung menunjukkan semua baik atau
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jelek, ini berarti ukuran kinerja tidak bersifat diskriminatif, tidak

membedakan kinerja dan masing-masing pekerja.

Sementara itu berkaitan dengan organisasi pemerintah,
kinerja di arahkan kepada terwujudnya penyelengaraan pelayanan
publik yang prima, dalam arti memenuhi harapan dan kebutuhan
balk bagi pemberi dan penerima pelayanan. Kinerja birokrasi
pemerintah dapat diukur dari pencapaian hasil pelaksanaan
fungsi dan orientasi misi dan visi birokrasi. Rueden Byars (Keban,
1995:1) mengemukakan bahwa:

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atau merupakan
tingkat pencapaian tujuan organisasi. Penilaian kinerja
organisasi itu berfaedah untuk menilai kuantitas, kualitas,
dan efisiensi pelaksanaan birokrasi pemerintah dalam
fungsi pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan serta
motivasi dan birokrat. Pengukuran Kkinerja organisasi
pemerintah ditentukan oleh indikator kuantitas, kualitas
dan efisiensi pelayanan.

Sementara itu Dwiyanto (1995: 50) mengemukakan bahwa
indikatorindikator yang biasanya digunakan untuk mengukur
kinerja birokrasi/ organisasi publik yaitu:

Produktivitas
Kualitas Layanan
Responsivitas
Responsibilitas
Akuntabilitas

vt W

Konsep produktivitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi,
tetapi juga efektivitas pelayanan. Produktivitas pada umumnya
dipahami sebagai rasio antara input dengan output. Kualitas layanan
cenderung menjadi semakin penting dalam menjelaskan kinerja
organisasi pelayanan publik. Banyak pandangan negatif yang terbentuk
mengenai organisasi publik muncul karena ketidakpuasan masyarakat

terhadap kualitas layanan yang diterima dan organisasi publik. Dengan
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demikian, kepuasan masyarakat terhadap layanan dapat dijadikan
indikator kinerja organisasi publik. Informasi mengenai kepuasan
terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media
masa atau diskusi publik. Akibat akses terhadap informasi mengenai
kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan relatif sangat tinggi,
maka bisa menjadi satu ukuran kinerja organisasi publik yang mudah
dan murah dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter
untuk menilai kinerja organisasi publik.

Responsivitas adalah kemampuan organisasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan
dan mengembangkan program-program pelayanan publik sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Secara singkat,
responsivitas di sini menunjuk pada keselarasan antara program
dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan dan aspirasi
masyarakat. Responsivitas secara langsung menggambarkan
kemampuan organisasi publik dalam menjalankan misi dan
tujuannya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas yang rendah ditunjukkan dengan ketidakselarasan antara
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut jelas
menunjukkan kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan
tujuan organisasi publik. Organisasi yang memiliki responsivitas
rendah dengan sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.

Responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan
organisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip
administrasi yang benar atau sesuai dengan kebijakan organisasi,
baik yang eksplisit maupun implisit (Landvine, 1990). Oleh sebab
itu, responsibitas bisa saja pada suatu ketika berbenturan dengan
responsivitas.

Akuntabilitas publik menunjuk pada seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat
politik yang dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat
politik tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan
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selalu mempresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks inj,
konsep akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa
besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan

kehendak masyarakat banyak.

2.3. Kerangka Pemikiran

Organisasi harus memiliki struktur yang baik, desain
organisasi yang sederhana dan aplikasi yaitu mengelola lingkungan,
mengelola perubahan organisasi, mengelola konflik organisasi, dan
mengelola evaluasi organisasi yang menjadi penggerak seluruh
anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, menjadikan
struktur, desain dan aplikasi tersebut menjadi pendorong
terciptanya sebuah kinerja yang baik.

Peningkatan Kkinerja organisasi dapat diartikan sebagai
prestasi kerja atau hasil kerja baik produktivitas, kualitas pelayanan,
responsivitas, responsibilitas dan akuntabilitas yang dicapai pegawai
dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung jawab
yang diberikan kepadanya. Aspek yang akan dinilai dalam kinerja
antara lain: produktivitas, kualitas layanan, responsivitas,
responsibilitas dan akuntabilitas dalam Untuk meningkatkan kinerja.

Kinerja organisasi publik tidak hanya bisa dilihat dari ukuran
internal yang dikembangkan oleh organisasi publik atau pemerintah,
seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya harus dinilai dari ukuran
ekstemal, seperti nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam
masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki akuntabilitas
yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai dengan nilai
dan norma yang berkembang dalam masyarakat.

Kerangka Pemikiran dalam penelitian ini adalah kajian
tentang pengaruh pengorganisasian terhadap kinerja pengurusan
perizinan terpadu. Variabel pengorganisasian dalam penelitian ini
mengadopsi model yang digunakan oleh Stephan R. Robbins (1994),

sedangkan variabel kinerja organisasi menggunakan model Agus
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Dwinyanto (1995). Kerangka Pemikiran penelitian menggambarkan
hubungan yang mempengaruhi nilai antara variabel-variabel bebas
dalam pengoranisasian dan variabel terikat kinerja pegawai sebagai
berikut :

Kerangka Pemikiran Penelitian

v v

Pengorganisasian Kinerja
» Struktur 1. Produktivitas
) 2. Kualitas Pelayanan
» Desain .
3. Responsivitas
> Aplikasi 4. Responsibilitas
5. Akuntabilitas
Stephen R. ‘Piobbins (1994) Agus Dwiyanto (1995)

f

2.4. Hipotesis Penelitian
Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis utama dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
“Besarnya pengaruh pengorganisasian terhadap Kkinerja
pengurusan izin mendirikan bangunan di kantor pelayanan
terpadu (KP2T) Kota Lhokseumawe ditentukan oleh dimensi

struktur, desain dan aplikasi”
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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Kota Lhokseumawe
4.1.1. Sejarah Singkat Kota Lhokseumawe

Sejarah Ringkas Kota Lhokseumawe Lhokseumawe berasal
dari kata "Lhok" dan "Seumawe". Lhok artinya dalam, teluk, palung
laut, dan Seumawe artinya air yang berputar-putar atau pusat mata
air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya.
Sebelum abad ke-20, negeri ini telah diperintah oleh Uleebalang
Kutablang. Tahun 1903 setelah perlawanan pejuang Aceh terhadap
penjajah Belanda melemah, Aceh mulai dikuasai. Lhokseumawe
menjadi daerah taklukan dan mulai saat itu status Lhokseumawe
menjadi Bestuur Van Lhokseumawe dengan Zelf Bestuurder adalah
Teuku Abdul Lhokseumawe tunduk dibawah Aspiran Controeleur
dan di Lhokseumawe berkedudukan juga Wedana serta Asisten
Residen atau Bupati.

Kemudian Pada Tahun 1964 dengan Keputusan Gubernur
Daerah Istimewa Aceh Nomor 34/G.A/1964 tanggal 30 November
1964, ditetapkan bahwa kemukiman Banda Sakti dalam Kecamatan
Muara Dua, dijadikan Kecamatan tersendiri dengan nama Kecamatan
Banda Sakti. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974
tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, berpeluang
meningkatkan status Lhokseumawe menjadi Kota Administratif,
pada tanggal 14 Agustus 1986 dengan Peraturan Daerah Nomor 32
Tahun 1986 Pembentukan Kota Administratif Lhokseumawe
ditandatangani oleh Presiden Soeharto, yang diresmikan oleh

Menteri Dalam Negeri Soeparjo Roestam pada tanggal 31 Agustus
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1987. Dengan adanya hal tersebut maka secara de jure dan de facto
Lhokseumawe telah menjadi Kota Administratif dengan luas wilayah
253,87 km? yang meliputi 101 desa dan 6 kelurahan yang tersebar di
lima kecamatan yaitu : Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara
Dua, Kecamatan Dewantara, Kecamatan Muara Batu, dan Kecamatan
Blang Mangat. Sejak Tahun 1988 gagasan peningkatan status Kotif
Lhokseumawe menjadi Kotamadya mulai diupayakan sehingga
kemudian lahir UU Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Lhokseumawe tanggal 21 Juni 2001 yang ditandatangani Presiden RI
Abdurrahman Wahid, yang wilayahnya mencakup tiga kecamatan,
yaitu : Kecamatan Banda Sakti, Kecamatan Muara Dua, dan
Kecamatan Blang Mangat. Pada tanggal 17 Oktober 2001 di Jakarta,
Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Hari Sabarno meresmikan
Pemko Lhokseumawe.

4.1.2. Visi dan Misi Kota Lhokseumawe
Visi “Lhokseumawe Banda Silaturahmi Investasi Lingkungan

Untuk meraih Rahmatan Lil'lalamin” dan adapun Misi Kota

Lhokseumawe adalah:

1. Melestarikan alam menuju habitat yang seimbang bagi seluruh
kehidupan.

2. Menata kawasan terbangun dan mengolah potensi lingkungan
guna mewujudkan kota harapan.

3. Menjalin hubungan sosial internal warga dan antar daerah sesuai
konsep islami dan warisan budaya leluhur dalam lingkup
tuntutan global.

4. Mengembangkan kepatuhan dalam kebersamaan dan

demokratis, terpimpin serta anti tirani.

4.1.3. Letak Geografis dan Pendapatan Kota Lhokseumawe
Kota Lhokseumawe adalah sebuah kota di provinsi Nanggroe

Aceh Darussalam yang berada persis di tengah-tengah jalur timur
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Sumatera, di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini
merupakan jalur distribusi dan perdagangan yang sangat penting
bagi Aceh. Lhokseumawe ditetapkan statusnya menjadi pemerintah
kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 (tanggal 21
Juni 2001). Secara Geografis Kota Lhokseumawe berada pada posisi
04° 54’ - 05° 18’ Lintang Utara dan 96° 20’ - 97° 21’ Bujur Timur,
yang diapit oleh Selat Malaka. Selain itu Kota Lhokseumawe terletak
pada poros jalan utama Medan - Banda Aceh, yang secara regional
memiliki letak yang strategis, batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Selat Malaka

- Sebelah Barat : Kecamatan Dewantara Kab. Aceh Utara.

- Sebelah Selatan : Kecamatan Kuta Makmur Kab. Aceh Utara.

- Sebelah Timur  :Kecamatan Syamtalira Bayu Kab. Aceh Utara.

Kota Lhokseumawe memiliki luas wilayah 181,10 km?, yang
secara Administratif Kota Lhokseumawe terbagi dalam 4 Kecamatan
dan 68 Gampong. Adapun kecamatan dalam wilayah Kota

Lhokseumawe yaitu:

1. Kecamatan Banda Sakti
2. Kecamatan Muara Dua

3. Kecamatan Blang Mangat.
4. Kecamatan Muara Satu

Gambar 4.1 Peta Lhokseumawe
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Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Lhokseumawe Tahun 2010

Jumlah Kecamatan, Kelurahan dan Desa Secara administratif,
Kota Lhokseumawe terdiri dari 4 kecamatan 9 kemukiman dengan
jumlah desa sebanyak 68 buah desa. Tabel 4.1 berikut

memperlihatkan jumlah kecamatan dengan desa dan penduduk :

Tabel 4.1
No | Desa Laki-Laki Perempuan | Jumlah
1 Blang Mangat 9.426 9.443 18.869
2 Muara Dua 18.466 18.666 37.132
3 Muara Satu 15.677 15.812 31.489
4 Banda Sakti 35.685 36.064 71.749
Jumlah 79,245 79,985 159,239

Sumber : Lhokseeumawe Dalam Angka, BPS Kota Lhokseumawe, 2010

Setiap daerah senantiasa membutuhkan dana untuk
melaksanakan pembangunan di segala bidang, baik prasarana
maupun sarana. Demikian pula halnya dengan Kota Lhokseumawe,
Untuk memberikan dukungan bagi kota Lhokseumawe dalam
melaksanakan pembangunan daerah, perlu tersedianya sumber-
sumber keuangan daerah yang riil. Adapun sumber keuangan
tersebut dapat diperoleh dari: Potensi keuangan yang melekat pada
setiap kewenangan bidang pemerintahan yang menjadi wewenang
pemerintah kota, sehingga memberikan konstribusi terhadap
Pendapatan Asli Daerah (PAD), yang terdiri:

Hasil pajak dan Retribusi Daerah

Perusahaan Milik Daerah

Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
Lain-lain pendapatan yang sah

Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah
Bagian Daerah dan Penerimaan PBB, BPHTB dan SDA
Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Khusus (DUK)

Pinjaman Daerah

O O N WD
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10. Lain-lain pendapatan Daerah yang sah

4.1.4. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota
Lhokseumawe adalah salah satu unit kerja di lingkungan Pemerintah
KotaLhokseumawe yang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota
Lhokseumawe Nomor 01 tahun 2007 Tentang Pembentukan Susunan
Organisasi Tata KerjaKantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Lhokseumawe.

Visi Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe
adalah terwujudnya pelayanan prima. Untuk mewujudkan visi
tersebut diatas Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota
Lhokseumawe telah menetapkan misi yaitu terciptanya pelayanan
perizinan dan non perizinan yang prima melalui aparatur yang
profesional, jujur, transparan dan sistem kinerja yang baik.
pencapaian tujuan dan sasaran Implementasi misi tersebut di atas
diarahkan pada pencapaian tujuan sesuatu yang akan dicapai atau
dihasilkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan pelayanan yang prima melalui peningkatan
kualitas SDM aparatur dan sistem kinerja yang baik.

2. Menciptakan kepuasan masyarakat sehingga masyarakat
akan ikut aktif berperan serta dalam pelaksanaan

pembangunan daerah.

Upaya merealisasikan visi dan misi , pada Tahun 2008
ditetapkan beberapa sasaran yang merupakan penjabaran secara
terukur dari tujuan yang akan diwujudkan. Penjabaran dimaksud
untuk dapat memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan
dicapai/dihasilkan secara nyata dalam kurun waktu maksimal 1
(satu) tahun, yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor
perizinan

2. Meningkatkan kinerja layanan perizinan
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3. Meningkatkan layanan Sumber daya manusia (SDM) layanan

perizinan.

4.1.5. Struktur Organisasi KP2T Kota Lhokseumawe

Sebagai perangkat daerah dan unsur pelaksana tugas di
bidang Pelayanan Perizinan, instansi ini dipimpin oleh seorang
Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah. Kantor ini terbentuk
berdasarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 01 tahun
2007 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi Tata Kerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe, Struktur
Organisasi Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu sebagai
berikut:
Kepala Kantor
Kasubag Tata Usaha
Seksi Perencanaan, Pengembangan, Evaluasi dan Pelaporan
Seksi Pelayanan Perizinan
Seksi Pelayanan Informasi dan Pengaduan
Penelitian, Pengendalian dan Pengawasan

N o e W e

Kelompok Jabatan Fungsional

4.2. Hasil Validitas dan Reliabilitas

Hasil validitas dan reliabilitas alat ukur (instrumen) yang
diperoleh untuk setiap sub-variabel yang digunakan memperlihatkan
kuesioner yang digunakan sudah valid dan reliabel. Hasil
perhitungan untuk setiap variabel yang digunakan dalam analsis data
diberikan pada tebel berikut.
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4.2.1. Hasil Validitas Instrumen Penelitian
4.2.1.1. Sub-variabel struktur dalam Pengorganisasian
Kuesioner  penelitian = sub-variabel  struktur dalam
Pengorganisasian terdiri atas 11 item pertanyaan sebagai ukuran
indikator variabel. Hal ini dapat dilihat pada tabel beikut ini:
Tabel 4.2
Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas untuk (X1)

[tem
Korelasi Batas Kesimpulan

Pernyataan

1 0,424 0.3 Valid
2 0,782 0.3 Valid
3 0,807 0.3 Valid
4 0,667 0.3 Valid
5 0,402 0.3 Valid
6 0,549 0.3 Valid
7 0,611 0.3 Valid
3 0,488 0.3 Valid
9 0,473 0.3 Valid
10 0,511 0.3 Valid
11 0,775 0.3 Valid

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian

Batas koefisien korelasi minimal untuk dinyatakan valid
adalah 0,3. Pada tabel terlihat bahwa nilai koefisien korelasi untuk
skor setiap butir pernyataan dengan total skor variabel lebih dari 0.3

sehingga seluruh item (indikator) struktur tersebut dinyatakan valid.

4.2.1.2. Sub-variabel Desain dalam Pengorganisasian
Kuesioner  penelitian = sub-variabel = desain  dalam
pengorganisasian terdiri atas 7 item pertanyaan sebagai indikator

variabel dapat kita pada tabel 4.3, berikut ini:
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Tabel 4.3
Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas untuk (X2)
[tem
Korelasi Batas Kesimpulan

Pernyataan

12 0.802307 0.3 Valid
13 0.757111 0.3 Valid
14 0.648975 0.3 Valid
15 0.669354 0.3 Valid
16 0.669155 0.3 Valid
17 0.461054 0.3 Valid
18 0.583411 0.3 Valid

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian

Batas koefisien korelasi minimal untuk dinyatakan valid
adalah 0,3. Pada tabel terlihat bahwa nilai koefisien korelasi untuk
skor setiap butir pernyataan dengan total skor variabel lebih dari 0.3

sehingga seluruh item (indikator) Desain tersebut dinyatakan valid.

4.2.1.3. Sub-variabel Aplikasi dalam Pengorganisasian
Kuesioner  penelitian  sub-variabel  Aplikasi  dalam

Pengorganisasian terdiri atas 12 item pertanyaan sebagai indikator

variabel.
Tabel 4.4
Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas untuk (X3)
[tem
Korelasi Batas Kesimpulan
Pernyataan
19 0.789 0.3 Valid
20 0.712 0.3 Valid
21 0.584 0.3 Valid
22 0.586 0.3 Valid
23 0.773 0.3 Valid
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24 0.796 0.3 Valid
25 0.448 0.3 Valid
26 0.748 0.3 Valid
27 0.576 0.3 Valid
28 0.682 0.3 Valid
29 0.634 0.3 Valid
30 0.630 0.3 Valid

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian

Batas koefisien korelasi minimal untuk dinyatakan valid
adalah 0,3. Pada tabel terlihat bahwa nilai koefisien korelasi untuk
skor setiap butir pernyataan dengan total skor variabel lebih dari 0.3

sehingga seluruh item (indikator) tersebut dinyatakan valid.

4.2.1.3. Variabel Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Kuesioner penelitian variabel Kinerja Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu terdiri atas 25 item pertanyaan sebagai indikator

variabel.
Tabel 4.5
Hasil Perhitungan Validitas dan Reliabilitas untuk (Y)
[tem
Korelasi Batas Kesimpulan
Pernyataan
1 0.563 0,3 Valid
2 0.660 0,3 Valid
3 0.679 0,3 Valid
4 0.702 0,3 Valid
5 0.401 0,3 Valid
6 0.726 0,3 Valid
7 0.641 0,3 Valid
8 0.676 0,3 Valid
0 0.615 0,3 Valid
10 0.694 0,3 Valid
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11 0.455 0,3 Valid
12 0.678 0,3 Valid
13 0.576 0,3 Valid
14 0.697 0,3 Valid
15 0.749 0,3 Valid
16 0.463 0,3 Valid
17 0.662 0,3 Valid
18 0.397 0,3 Valid
19 0.561 0,3 Valid
20 0.724 0,3 Valid
21 0.653 0,3 Valid
22 0.469 0,3 Valid
23 0.474 0,3 Valid
24 0.686 0,3 Valid
25 0.655 0,3 Valid

Sumber : Hasil Pengelolaan Data Penelitian

Batas koefisien korelasi minimal untuk dinyatakan valid
adalah 0,3. Pada tabel terlihat bahwa nilai koefisien korelasi untuk
skor setiap butir pernyataan dengan total skor variabel lebih dari 0.3

sehingga seluruh item (indikator) tersebut dinyatakan valid.

4.2.2. Hasil Reliabilitas Instrumen Penelitian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui tingkat ketepatan dan
konsistensi hasil pengukuran bila dilakukan pengukuran ulang
terhadap gejala dan alat ukur yang sama. Uji Reliabilitas dilakukan
dengan metode Spearman-Brown (Split-Half). Hasil uji validitas
semua pernyataan valid dan reliabel, yang berarti bahwa data
penelitian yang diperoleh dari instrumen yang digunakan layak
digunakan mengetahui dan menguji permasalahan yang diteliti. Hasil
perhitungan koefisien reliabilitas untuk masing-masing variabel
diberikan pada tabel berikut.
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Tabel 4.6
Hasil Pengujian Reliabilitas
No ([Variabel Koejfisi.e'n Keterangan
Reliabilitas
1 Struktur (X1) 0,830 Reliabel
2 Desain (X2) 0,860 Reliabel
3 Aplikasi (Xz) 0,950 Reliabel
4 Kinerja 0,950 Reliabel

Sumber : Hasil Penelitian 2011

Secara keseluruhan item sub-variabel struktur memiliki nilai
koefisien reliabilitas sebesar 0,830. Nilai yang diperoleh relatif besar
yaitu lebih besar dari nilai batas reliabilitas = 0,70. Jadi dapat
dinyatakan 11 item instrumen penelitian tentang sub-variabel
struktur andal berdasarkan kriteria validitas dan Kkoefisien
reliabilitas. sub-variabel desain memiliki nilai koefisien reliabilitas
sebesar 0,860. Nilai yang diperoleh relatif besar yaitu lebih besar dari
nilai batas reliabilitas = 0,70. Jadi dapat dinyatakan 7 item instrumen
penelitian tentang sub-variabel Desain andal berdasarkan kriteria
validitas dan koefisien reliabilitas

Sub-variabel Aplikasi memiliki nilai koefisien reliabilitas
sebesar 0,950. Nilai yang diperoleh relatif besar yaitu lebih besar dari
nilai batas reliabilitas = 0,70. Jadi dapat dinyatakan 12 item
instrumen penelitian tentang sub-variabel Aplikasi andal
berdasarkan kriteria validitas dan koefisien reliabilitas dan variabel
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu memiliki nilai koefisien
reliabilitas sebesar 0,950. Nilai yang diperoleh relatif besar yaitu
lebih besar dari nilai batas reliabilitas = 0,70. Jadi dapat dinyatakan
25 item instrumen penelitian tentang sub-variabel Aplikasi andal

berdasarkan kriteria validitas dan koefisien reliabilitas.
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4.3. Gambaran Variabel Penelitian
4.3.1. Deskripsi Vaiabel Pengorganisasian

Variabel Pengorganisasian terdiri atas 3 (tiga) sub-variabel
yaitu struktur, Desain dan Aplikasi dalam pengorganisasian kantor
pelayanan perizinan terpadu (KT2T) Kota Lhokseumawe Provinsi
Aceh, yang menunjang dalam meningkatkan kinerja pengurusan izin
mendirikan bangunan (IMB), pengorganisasian dalam sebuah
organisasi untuk memberikan manajemen kedua dalam proses
pencapaian tujuan yang telah ditentukan. Hal ini tidak terlepas dari 3

(tiga) hal sub-variabel tersebut.

4.3.1.1. Struktur dalam Pengorganisasian

Untuk mengukur struktur pengorgansiasian Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhokseumawe, dapat dilihat
dengan 3 dimensi yaitu 1) kompleksitas, 2) formalitas dan 3)
pengambilan keputusan. Untuk menilai variabel ini digunakan 11
item pernyataan kuesioner. Hasil penilaian responden untuk masing-
masing dimensi diuraikan sebagai berikut :

Tabel 4.7
Struktur (N=32)

N Fi s KA
0 JAWABAN K xi fixi fi| IE
D « | GO
A|B|C|D|E RI
DIMENSI
KOMPLEKSITAS
1 1
Kompleksitas Alur Pl2]|1 114 5 | Ting
1 | komunikasi. 11210[0]0[0|5]4]3{/2{1{0|0]0[0]|]0]0 gi
1 | Ting
Kompleksitas P 3132 0 | g
2 | PembuatKeputusan | 2 | 6] 9|82 7[5]4[3|2]1[]0|6[4][4]T7]1
1 | Ting
Kompleksitas P 1 2|6 1 1|9
3 | Jabatan 314|5]|7[6|0[5[4[3[2{1[0]0[1]2]0]3
P 1 1 1 | Ting
4 | Kompleksitas Tugas 4 2 010 8 ofofl2|d
0[6]6[0]/0[5]4][3]2]1 4 2
Kompleksitas P 1 2|6 1 | Ting
5 | Kedudukan dan 5(4|5[6|0|7|5/4[3]2]1]0]0|8|0]|7]|0]®
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Status 5
P 1 1 Ting
Kompleksitas Hak 6 2 1 2 |9
6 | dan Wewenang 2|1812|0[0[5]4]3[2[1]0|2|6][0]0]38
7
1 | ting
Jumlah 9 gi
DIMENSI
FORMALISASI
P 11 8T
Standar Operasional | 7 2 419 3
7 | Prosedur 8/410[0[0[5]4]3[2[1]0|6[|0][0fO0]F6
P 1 11 8T
8 2 210 3
8 | Petunjuk Teknis 417]1]10/0|5]4[3[2[1/0|8[3[0]0]1
2
6
Jumlah 78T
DIMENSI
KEWENANGAN
Pendelegasian P
wewenang dalam 9 1
Pengambilan 1 415 |2 2 | ting
9 | Keputusan 9/419|0({0|5)4|3[2|1]|5|6]7[0]0]|38 gi
Kejelasan P
wewenang dalam 1 1
1 | pengambilan 0 2 1164 3
0 | keputusan 41612)0/0]5[4]3]2]1 41210[0]0 | ST
Ketepatan dalam P 1 1
1 | pengambilan 1 111 210 1 | ting
1 | keputusan 112)16/4[0[{0[5]4[3[2[{1/]0|4]6[0]O0]|F6 gi
3 | ting
7 | gi
Jumlah 4
1 | ting
3 (g
TOTAL SKOR SUB 6
VARIABEL 0
e
SV - X5 D13 D14 D15
Nilai indeks minimum = 1 X 11 X 32 | = 352
Nilai indeks maksimum | = 5 X 11 X 32 | = 1760
Range = 1.760 - 352 = 1.408
Jenjang range = 1.408 5 = 282

SANGAT RENDAH | RENDAH | CUKUP | TINGGI | SANGAT TINGGI
352 634 915  1.197 1.479 1.760
A 1.360

1360 X 100% = 77,3%
1.760
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1. Dimensi Kompleksitas

Dimensi kompleksitas diukur dengan 6 indikator yaitu
kompleksitas alur komunikasi, kompleksitas pembuatan keputusan,
kompleksitas jabatan, kompleksitas tugas, kompleksitas kedudukan
dan status, dan kompleksitas hak dan wewenang.

Hasil yang diperoleh dari data tanggapan responden
memperlihatkan bahwa dalam pelaksanaan tugas sudah terjalin
komunikasi vertikal dan horizontal yang baik. Hal ini terlihat dari
tanggapan responden yang positif. Hasil yang diperoleh memberikan
gambaran struktur pengorganisasian dinilai sudah berjalan baik
dengan berjalannya alur komunikasi vertikal dan horizontal yang
baik dan informasi dapat disampaikan dengan cepat antara satu unit
dengan unit yang lain dalam KP2T Kota Lhokseumawe. Hal ini
terlihat dari tanggapan responden dengan komulatif skor 150 yang
dikategori tinggi. Hasil yang diperoleh menunjukkan kompleksitas
sebuah keputusan dalam struktur pengorganisasian dinilai masih
belum sepenuhnya berjalan dengan cepat antara satu unit dengan
unit yang lain. Pada (P2) tentang pengambilan keputusan di KP2T
Kota Lhokseumawe walaupun sudah identifikasi dan di analisis
dengan matang. Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang
sebagian besar 101 skor, walaupun responden hampir merata tapi
skor ini termasuk dalam kategori tinggi. Begitu juga jabatan
struktural di KP2T Kota Lhokseumawe sesuai kebutuhan organisasi.
Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang besar 113 skor. Hasil
yang diperoleh memberikan gambaran struktur pengorganisasian
dinilai sudah berjalan baik dengan adanya penunjukkan jabatan
struktural di KP2T Kota Lhokseumawe sesuai kebutuhan organisasi,
penetapan sesuai dengan keahlian yang dibutuhkan organisasi. Yang
menarik pada pertanyaan (P5) skor lebih tinggi alur komunikasi dari
pada kompleksitas kedudukan dan status yaitu dengan skor 105.

Skor ini masuk dalam kategori tinggi tapi skor komunikasi pada (P1)
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lebih tinggi yaitu 150. Dapat kita analisis bahwa dengan komunikasi
yang baik belum tentu pembagian tugas baik.

Lain hal dengan hak dan wewenang di KP2T Kota
Lhokseumawe memperlihatkan sudah diatur dalam peraturan

Walikota Lhokseumawe dan berjalan sesuai dengan harapan.

2. Dimensi Formalisasi

Dimensi formalisasi diukur dengan 2 indikator yaitu standar
operasional prosedur dan petunjuk teknis. Hasil yang diperoleh dari
data tanggapan responden memperlihatkan bahwa dalam
melaksanakan tugasnya memiliki prosedur kerja yang jelas.
Responden yang sebagian besar menyatakan setuju dengan skor
sangat tinggi yaitu 136 skor. Hal ini manjadi manarik karena pada
wawancara peneliti dengan Kasi. Perencanaan pada tanggal 10
November 2011, Saudara Firdaus, SE, beliau mengatakan bahwa:

Standar Operasional Prosedur izin mendirikan bangunan (IMB) di
KP2T Kota Lhokseumawe sudah ada tapi dalam pelaksanaan tidak
berjalan, hal ini terbukti masih banyak perizinan mendirikan
bangunan bermasalah. Mulai dari pergeseran patok yang sudah
ditentukan dan sangat ironis menurut dari kami izin mendirikan
bangunan khusus rumah pribadi hampir 90% lebih tidak memiliki
izin.

Walaupun Hasil yang diperoleh dari data tanggapan
responden memperlihatkan bahwa KP2T Kota Lhokseumawe
memiliki standar operasional prosedur tetap. Hal ini terlihat dari
tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan politif

dengan skor sangat tinggi.

3. Dimensi Kewenangan

Dimensi kewenangan diukur dengan 3 indikator yaitu
pendelegasian wewenan, kejelasan wewenang dan ketepatan dalam
pengambilan keputusan. Hasil yang diperoleh dari data tanggapan
responden memperlihatkan bahwa pendelegasian wewenang dalam

pengambilan keputusan sudah berjalan baik . Hal ini terlihat dari
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tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan setuju
dengan skor 128. Lain halnya pembagian kewenangan dalam
memberikan pelayanan publik di KP2T Kota Lhokseumawe sudah
jelas tidak terdapat tumpang tindih kewenangan. Kewenangan yang
didesentralisasikan kepada unit pelaksana pelayanan publik
dilaksanakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. terlihat dari
tanggapan responden yang sebagian besar menyatakan sangat baik
yaitu dengan skor 130 termasuk dalam kategori sangat tinggi. Hal
terbalik dari kenyataan yang ada izin mendirikan bangunan dan HO
tidak dikeluarkan pada KP2T Kota Lhokseumawe melainkan
keputusan Walikota Lhokseumawe.

Akumulasi jawaban responden untuk sub-variabel Struktur
dalam pengorganisasian yang dilihat dengan 3 dimensi yaitu 1)
kompleksitas, 2) formalitas dan 3) pengambilan keputusan dapat
dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8
Akumulasi Penilaian Untuk Pernyataan
Sub variabel Struktur dalam pengorganisasian

No Item - y Sk 03r - - Total Skor
Item 1 22 10 0 0 0 150
Item 2 6 9 8 2 7 101
Item 3 4 15 7 6 0 113
Item 4 0 26 6 0 0 122
Item 5 4 15 6 0 7 105
Item 6 2 28 2 0 0 128
Item 7 8 24 0 0 0 136
Item 8 4 27 1 0 0 131
Item 9 9 14 9 0 0 128
Item 10 2 16 14 0 0 116
Item 11 4 26 2 0 0 130
Total 65 210 55 8 14 1360

Sumber. Hasil Penelitian, 2011
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Dari skor item indikator sub-variabel Struktur dalam
pengorganisasian diperoleh total skor sebesar 1360, persentase skor
total yang diperoleh jika dibandingkan dengan skor idealnya adalah

Skor Aktual
_ XOTAKAL 16006 — 13010006 = 77,3%
Skor Ideal 5x11x32
Untuk mengkategorikan persentase skor yang diperoleh,

dapat dibuat range kategori persentase skor dalam garis kontinum

sebagai berikut:
Sangat Kurang Cukup Baik Sangat
| Kurang Baik | Baik | Baik | | Baik ,
| ! | |4 ! l
20% 36% 52% 68%0 771 0 84% 100%

3% %

Gambar 4.1 sub-variabel Struktur dalam pengorganisasian

Dapat dikatakan bahwa Struktur dalam pengorganisasian
termasuk ke dalam kategori baik berada di interval 68 %- 83,99%.
Hal ini mengindikasikan bahwa Struktur dalam pengorganisasian
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhoseumawe Propinsi

Aceh sudah berjalan dengan baik.

4.3.1. 2. Desain dalam Pengorganisasian

Untuk mengukur desain dalam pengorgansiasian Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pntu dilihat dengan 2 dimensi
yaitu 1) struktur sederhana dam 2) birokrasi. Untuk menilai variabel
ini digunakan 7 item pernyataan kuesioner. Hasil penilaian

responden untuk masing-masing dimensi diuraikan sebagai berikut :

1. Struktur Sederhana
Dimensi struktur sederhana diukur dengan 3 indikator yaitu

fleksibelitas, sederhana dan akuntabilitas.
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Tabel 4.9
Desain (n.32)
N A Fi Sf | KAT
O | JAWABAN D Xi fi.xi i EG
ElalBlc|D|E x| ORI
DIMENSI
STRUKTUR
SEDERHAN
A
1
P 2 912 1 | tingg
1 | Fleksibelitas | 12 | 0] 3 [ 9| 0[0|5]4[3] 2 1 10]2]7]0]0]9 i
1 | tingg
P 2 119 1 1 i
2 | Sederhana 13 12[3]0|7|0]|5[4]3] 2 1 /0[2|0[4]0]F6
1 | tingg
Akuntabilitas | P 1 2152 0 i
3 | Yang Jelas 14 | 4 810[7]5[4[3] 2 1 10]2[4]0]7]3
Manajemen tingg
berjalan 1143 9 i
41 sesuai P 1 ol8|3]|%7|s
prosedur 15 | 2 0]l 7]5]4]3] 2 1
Hubungan 1 | tingg
kerja antar P 1 117 1 0 i
5 | unit 16 | 2 2(7]12[5[4[3] 2 1 /|0][6|6[4]2]38
5
4 | tingg
Jumlah 4 i
DIMENSI
BIROKRASI
1 | tingg
Pembagian P 111 2153 1 i
6 | Kerja 17 |5/ 4100 3]|5[4] 3 2 5(0]0[0[3] 4
1 | tingg
e el | AHHHEHE
18 | 4|72 [7|2[5[4]3] 2 1 0
2
Jumlah 1 | tingg
4 i
TOTAL 7
SKOR SUB 5 | tingg
VARIABEL 8 i

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2011
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SV - X5 D13 D14 D15

Nilai indeks minimum = 1 X 7 x 32 | = 224

Nilai indeks maksimum | = 5 X 7 32 | = 1120

Range = 1.120 - 224 = 896

Jenjang range = 896 5 = 179
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SANGAT RENDAH | RENDAH | CUKUP | TINGGI | SANGAT TINGGI

224 403 582 762 941 1.120
758 X 100% = 67,7%
1.120

Hasil yang diperoleh memperlihatkan bahwa pengurusan izin
di KP2T Kota Lhokseumawe sudah sederhanakan dan di atur dalam
keputusan Walikota Lhokseumawe. Hal ini terlihat dari tanggapan
responden yang sebagian besar menyatakan setuju dengan skor 119.
Pertanggungjawaban KP2T Kota Lhokseumawe selama ini sangat
akuntabel dan dapat di rasakan langsung oleh masyarakat.
Manajemen yang sederhana tidak berjalan dengan semestinya hal
dapat dilihat skor 98. Skor ini masuk dalam kategori tinggi tapi sudah
mendekati sedang yang berarti manajemen tidak berjalan sesuai
dengan perencanaan. Hal sejalan dengan yang diucapkan oleh Kasi
perencanaan pada tanggal 10 November 2011, Saudara Firdaus, SE,
beliau mengatakan bahwa:
KP2T Kota Lhokseumawe menangani seluruh pengurusan
perizinan dan non perizinan yang ada, hal ini tercermin dengan
keluar peraturan Walikota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2007
Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja KP2T
Kota Lhokseumawe. Kecuali perizinan IMB dan HO yang tidak
dikeluarkan di KP2T Kota Lhokseumawe tapi berjalannya waktu
semua perizinan di SK kan di KPPTSP. Anehnya lagi setelah Qanun
Kota Lhokseumawe Nomor 4 Tahun 2009. Perizinan IMB dan HO
harus di tanda tangani langsung oleh Walikota, jadi pembagian
wewenang serta pembagian kerja jadi dua kantor. Yang

menyebabkan proses perizinan tersebut jadi terhambat.

Birokrasi adalah sistem pemerintahan yang dijalankan oleh
pegawai pemerintah karena telah berpegang pada hierarki dan
jenjang jabatan. Atau dalam definisinya yang lain birokrasi adalah
cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta

menurut tata aturan yang banyak liku-likunya. Menurut Peter M.
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Blau (2000:4), birokrasi adalah “tipe organisasi yang dirancang
untuk menyelesaikan tugas-tugas administratif dalam skala besar
dengan cara mengkoordinasi pekerjaan banyak orang secara
sistematis”.

2. Birokrasi

Dimensi Birokrasi diukur dengan 2 indikator yaitu
pembagian kerja dan rentang kendali. mengingat birokrasi
pemerintah daerah berbeda dengan organisasi privat/swasta karena
ukurannya yang relatif besar dan cenderung hirarkhis, sehingga sulit
untuk mengikuti perubahan zaman dengan cepat. Apalagi jika
dikaitkan dengan berbagai kepentingan yang turut bermain dalam
lingkup birokrasi tersebut, sehingga keinginan untuk berubah atau
menerapkan system thinking dalam birokrasi pemerintahan
seringkali terbentur pada konflik kepentingan. Selain itu, birokrasi
pemerintahan daerah merupakanorganisasi non profit sehingga
keberhasilan organisasi sulit diukur, sense of belonging sulit terwujud
karena bekerja dengan baik ataupun jelek tidak akan berdampak
pada reward maupun punishment. Ada pepatah dalam birokrasi yang
mengatakan bahwa pintar atau bodoh toh gajinya sama. Di tengah-
tengah jam kerja kosong karena berada di luar kantor atau tidak
melakukan pekerjaan karena tidak mengetahui tugasnya.
Keseluruhan contoh ini adalah hal riil yang terjadi dan menunjukkan
betapa mekanisme reward and punishment tidak berjalan dalam
birokrasi pemerintahan

Akumulasi jawaban responden untuk sub-variabel Desain
dalam pengorganisasian yang dilihat dengan 2 dimensi yaitu 1)

struktur sederhana, dan 2) birokrasi dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 4.10
Akumulasi Penilaian Untuk Pernyataan
Sub variabel Desain dalam pengorganisasian

No Item Skor Total

5 4 3 2 1 Skor
Item 1 0 23 9 0 0 119
Item 2 2 23 0 7 0 116
Item 3 4 13 8 0 7 103
Item 4 2 12 11 0 7 98
Item 5 2 19 2 7 2 108
Item 6 5 14 10 0 3 114
Item 7 4 7 12 7 2 100
Total 19 111 52 21 21 758

Sumber. Hasil Penelitian, 2011

Dari skor item indikator sub-variabel Desain dalam
pengorganisasian diperoleh total skor sebesar 758, persentase skor

total yang diperoleh jika dibandingkan dengan skor idealnya adalah

_ SkorAktual oo 758 10006 - 67,7%

=—X
Skor Ideal 5x7x32
Untuk mengkategorikan persentase skor yang diperoleh,
dapat dibuat range kategori persentase skor dalam garis kontinum
sebagai berikut:

Sangat Kurang Cukup Baik Sangat
| Kurang Ba|k| Baik | Baik | | Baik ,
| | | A | |
20% 36% 52% 168% 84% 100%
67,7% %

Gambar 4.2 sub-variabel desain dalam pengorganisasian

Dapat dikatakan bahwa desain dalam pengorganisasian
termasuk ke dalam kategori cukup baik berada di interval 52 %-

67,99%. Hal ini mengindikasikan bahwa Desain dalam
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pengorganisasian Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Lhoseumawe Propinsi Aceh berjalan dengan cukup baik.

4.3.1. 3. Aplikasi dalam Pengorganisasian

Untuk mengukur aplikasi dalam pengorgansiasian Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pntu dilihat dengan 5 dimensi .
Untuk menilai variabel ini digunakan 12 item pernyataan kuesioner.
Hasil penilaian responden untuk masing-masing dimensi diuraikan

sebagai berikut :

Tabel 4.11
Aplikasi
N 5 Fi 5 | KAT
0 JAWABAN D Xi fi.xi fi. | EG
E|A|B|C|D|E X | ORI
DIMENSI
MENGELOLA
LINGKUNGAN
1
Pl1]2 5] 8 3
1 | Strategi Internal 19(1]1/]0[0][0|5[4]3]2[1][5/4]0]0]J0]9]|ST
11 8T
Pl1]2 5|8 3
2 | StrategiExsternal | 20 [0 | 1| 1[0 0|5]4|3][2[1]/]0[4|3]0]0]7
2
7
Jumlah 6 | ST
DIMENSI
MENGELOLA
PERUBAHAN
ORGANISASI
P 1 1 | Ting
Perubahan 21 2 110 2 gi
3 | Terencana 3/7]0[2][0[5[4]3[2[1]5]|]8]|]0]4|0]7
' P 1| Ting
| fomtntesk |z | ) JHHANE
117]2]2[0]5[4[3]2][1 3
2
4 | Ting
Jumlah 0 gi
DIMENSI
MENGELOLA
KONFLIK
ORGANISASI
P 1| ting
Kemampuan 23 1 1 215 2 0 gi
5 | Mengelola Konflik 413|2[3[0[5[4]3]2[1]0|]2]|6]|6]|0] 4
6 | Cara Pl2l1]2]1]o|5]4[3]2[1]/1]6|6]2]0] 1] tng
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Menyelesaikan 24 5 3 00 6 0 gi
Konflik 2
2
0 | ting
Jumlah 6 gi
DIMENSI BUDAYA
MASYARAKAT
P 1 1
Dukungan budaya | 25 3 112 3
7 | setempat 210[0|0|0[5]4]3[2[1]0[0]J0]0|0] 0] ST
P 1
Dukungan 26 |1]2 5|8 3
8 | masyarakat 110]1]0)0[5/4[3[2]1[5[0]3 0] 8 ST
P 2 2 1 7 Seda
9 | KeberadaanKP2T [ 27 | 0| 7 (8|8 |9[5[4(3[2/1/0]8[4|6]9]7 ng
z ting
Jumlah 5 | 9
DIMENSI
MENGELOLA
EVALUASI
ORGANISASI
1 | Kreativitas P 1 4121 8 | seda
0 | memimpin 28 10|07 (8| 7[5[4[3][2/1|/0]0]1]|6]7]4 ng
P 1
1 | Pengarahan Oleh | 29 2 1191 2 | ting
1 | Pimpinan 2|1416[0|0[5[4[3[2/1/0]6[8|]0]0]4 gi
P 1
1 | Kemampuan 30 111 2153 1 ting
Kerjasama 413[3[0]2[5]4(3[2]1/0]2]9]0]2]3 gi
3
2 | ting
Jumlah 1 gi
1
3
TOTAL SKOR 8 | ting
SUB VARIABEL 8 gi

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2011

SV - X5 D13 D14 D15

Nilai indeks minimum = 1 X 12 X 32 | = 384

Nilai indeks maksimum | = 5 X 12 X 32 | = 1.920
Range = 1.920 - 384 = 1.536
Jenjang range = 1.536 : 5 = 307

SANGAT RENDAH | RENDAH | CUKUP | TINGGI | SANGAT TINGGI
384 691 998 1.306 1.613 1.920
A 1.388
1.388 X 100% = 72,3%
1.920

1. Mengelola Lingkungan
Dimensi Mengelola Lingkungan diukur dengan 2 indikator

yaitu stategi internal dan strategi eksternal. Hasil yang diperoleh dari
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data tanggapan responden memperlihatkan bahwa Pemerintah Kota
Lhokseumawe menerima baik kehadiran pelayanan perizinan
terpadu dengan di keluarkan Peraturan Walikota Lhokseumawe No.
1 Tahun 2007. Hal ini terlihat dari tanggapan responden yang
sebagian besar menyatakan sangat positif terhadap keberadaan

KP2T Kota Lhokseumawe, masyarakat menerima dengan baik.

2. Mengelola Perubahan Organisasi

Dimensi Mengelola Perubahan Organisasi diukur dengan 2
indikator yaitu perubahan terencana dan perubahan tidak terencana.
Memperlihatkan bahwa KP2T Kota Lhokseumawe dalam pengganti
pimpinan organisasi di tunjuk langsung oleh Walikota Lhokseumawe.
Walikota Lhokseumawe sering melakukan rotasi pimpinan dan KP2T
Kota Lhokseumawe tampa berkonsultasi terlebih dahulu. Hal ini
yang menyebabkan penbagian wewenang dan tanggungjawab tim
tidak merata, sedangkan tenaga ahli di KP2T Kota Lhokseumawe
tidak memadai sehingga perubahan yang terjadi akan

mengakibatkan proses pengurusan izin terhambat

3. Mengelola Konflik Organisasi

Dimensi Mengelola Konflik Organisasi diukur dengan 2
indikator yaitu kemampuan mengelola konflik dan cara
menyelesaikan konflik. Kalau terjadi konflik dalam organisasi unsur
pimpinan bertindak cepat dalam menyelesaikan masalah tersebut.
Walaupun masalah konflik tidak termasuk dalam persoalan
pengorganisasian peneliti berpandapat bahwa jika konflik yang
terjadi tidak untuk kemajuan organisasi ini akan berdampak pada

kinerja pengurusan izin.

4. Mengelola Budaya Organisasi

Dimensi Mengelola Budaya Organisasi diukur dengan 3
indikator yaitu dengan budaya masyarakat setempat, Dukung
masyarakat dan Mengdukung keberadaan KP2T. Bahwa dengan

keberadaan KP2T Kota Lhokseumawe sangat cocok dengan budaya
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masyarakat setempat dan keberadaan KP2T Kota Lhokseumawe
sangat di dukung masyarakat Kota Lhokseumawe. Kelompok
masyarakat yang tidak mengdukung keberadaan KP2T Kota
Lhokseumawe.

5. Mengelola Evolusi Organisasi

Dimensi Mengelola Evolusi Organisasi diukur dengan 3
indikator yaitu kreativitas memimpin, pengarahaan oleh pimpinan
dan kemampuan Kerjasama. Kepemimpinan KP2T Kota
Lhokseumawe dalam setiap pengambilan keputusan belum semata-
mata untuk Kkemajuan organisasi, walaupun kadang-kadang
merugikan pihak lain.

KP2T Kota Lhokseumawe memiliki wewenang dalam setiap
kebijakan dan dapat di bertanggung jawabkan. Bahwa kerjasama
antar anggota KP2T Kota Lhokseumawe mulai dari tingkat bawah
sampai atas berjalan sesuai tujuan organisasi. Akumulasi jawaban
responden untuk sub-variabel Aplikasi dalam pengorganisasian yang
dilihat dengan 5 dimensi yaitu 1) Mengelola Lingkungan, 2)
Mengelola Perubahan Organisasi, 3) Mengelola Konflik Organisasi, 4)
Budaya Organisasi dan 5) Mengelola Evolusi Organisasi dapat dilihat
pada tabel berikut.

Tabel 4.12
Akumulasi Penilaian Untuk Pernyataan
Sub variabel Aplikasi dalam pengorganisasian

No Item Skor Total

5 4 3 2 1 Skor
Item 1 11 21 0 0 0 139
[tem 2 10 21 1 0 0 137
Item 3 3 27 0 2 0 127
[tem 4 1 17 12 2 0 113
Item 5 4 13 2 13 0 104
Item 6 2 15 2 13 0 102
Item 7 2 30 0 0 0 130
Item 8 11 20 1 0 0 138
Item 9 0 7 8 8 9 77
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Item 10 0 10 7 8 7 84
Item 11 2 24 6 0 0 124
Item 12 4 13 13 0 2 113
Total 50 218 52 46 18 1388

Sumber. Hasil Penelitian, 2011

Dari skor item indikator sub-variabel Aplikasi dalam
pengorganisasian diperoleh total skor sebesar 758, persentase skor

total yang diperoleh jika dibandingkan dengan skor idealnya adalah

_ SkorAktual 00 — 1388 10006 = 72,3%

~ Skor Ideal 5x12x32
Untuk mengkategorikan persentase skor yang diperoleh,
dapat dibuat range kategori persentase skor dalam garis kontinum

sebagai berikut:

Sangat Kurang Cukup Baik Sangat
I Kurang Baikl Baik I Baik | I Baik I
l | l | 4 l |
20% 36% 52% 68% 84% 100%
72,3%

Gambar 4.3 sub-variabel Aplikasi dalam pengorganisasian

Dapat dikatakan bahwa Aplikasi dalam pengorganisasian
termasuk ke dalam kategori baik berada di interval 68 %- 84,99%.
Hal ini mengindikasikan bahwa Aplikasi dalam pengorganisasian
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Lhoseumawe Propinsi
Aceh berjalan dengan baik.

Akumulasi jawaban responden untuk variabel
pengorganisasian yang dilihat dengan 1) sruktur, 2) desain, dan 3)

aplikasi dapat dilihat pada tabel berikut:
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Tabel 4.13

Akumulasi Penilaian Untuk Pernyataan
Variabel Pengorganisasian

Sub Variabel Skor Total

5 4 3 2 1 Skor
Struktur 65| 210 55 8| 14 1360
Desain 19 | 111 52 21| 21 758
Aplikasi 50| 218 52 46 | 18 1388
Total 134 | 539 | 159 75| 53 3506

Sumber. Hasil Penelitian, 2011

Dari skor item indikator sub-variabel Aplikasi dalam
pengorganisasian diperoleh total skor sebesar 3506, persentase skor
total yang diperoleh jika dibandingkan dengan skor idealnya adalah
73,0%

Untuk mengkategorikan persentase skor yang diperoleh,
dapat dibuat range kategori persentase skor dalam garis kontinum

sebagai berikut:

Sangat Kurang Cukup Baik Sangat
| Kurang Baik | Baik | Baik | | Baik ,
| | | | 4 | |
20% 36% 52% 68% ! 84% 100%
73%

Gambar 4.4 Variabel Pengorganisasian

Dapat dikatakan bahwa Pengorganisasian termasuk ke dalam
kategori baik berada di interval 68% - 84,99%. Hal ini
mengindikasikan bahwa Pngorganisasian Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu Kota Lhoseumawe Propinsi Aceh berjalan dengan
baik.

4.3.2. Deskripsi Vaiabel Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu

Variabel Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri

atas 6 Sub-variabel yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas,
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Responsibilitas dan Akuntabilitas. Tabel di berikut memperlihatkan
hasil tanggapan responden mengenai kinerja kantor pelayanan

perizinan terpadu Kota Lhokseumawe.

Tabel 4.14
Kinerja (N-32)

Fi Y | KA
N K fi | TE
0 JAWABAN Xi fi.xi .| G
D
x| O
A|B|C|D|E i | Rl
DIMENSI
PRODUKTIVITAS
Banyaknya Se
layanan pekerjaan | P 2 611 8 | da
1| yangdiselesaikan | 1 [ 0] 0| 2|6]|4[5|4][3] 2 1 1]0/0[6]2[4]2]| N
Penyelesaian 1
pekerjaan sesuai P 1 315|2 2 | Tin
2 | dengan rencana 2 713[9[3[0[5]4]3] 2 1 15]2[7|/6/0]0]gg
1
Pekerjaaan selesai | P 2 319 3| S
3 | tepat waktu 3[7]13[2/0]0[5/4][3] 2 1 15[2|6[0/0[3| T
Kesesuaian hasil 716 1 s
4 | kerja dengan Pl 1]1 ol 4 6(0| 0| 4 T.
banyaknya tugas 41416|12]0/0|5]4[3] 2 1 0
Memberikan
solusi pemecahan 1| Tin
terhadap P 2 1 2 | ggi
5 | pekerjaan 5[3[4[2[3[0[5]4]3] 2 1 15|/6/6]6]0]3
5
9 | Tin
Jumlah 8 | ggi
DIMENSI
KUALITAS
LAYANAN
Banyaknya 716 1 s
6 | tingkat kesalahan Pl 1]1 510 6(0|0 T
pekerjaan 6 15(5[2|0[{0][5]4] 3 2 [1 1
Kesesuaian hasil
kerja dengan s
standar kualitas 1 T.
yang telah Pl1]1 6|6 3
7 | ditetapkan 7121713[0[0]5]4]3] 2 1]1]0/8[9]0]0]7
Hasil kerja 1 S
memiliki daya Pl1]1 617 3 T.
8 | saing 8[12|8[2/0]0[5/4][3] 2 1 [0[2]6]0|/0]38
s,
T
Jumlah 6
DIMENSI
RESPONSIVITAS
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Memahami
harapan dan 11 S.
keinginan P 412 3| T
9 | pelanggan 9 7/0/0[5/4[3] 2 0/1]0 6
P 1 s
1 | Mendengarkan 1 412 3 T.
0 | keluhan 0 8/0/0|5]4[3] 2 81410 2
Merasakan
berbagai keluhan P 11 S
1 | yang dihadapi 1 61 3| T
1 | pelanggan 1 5/0/0[5]/4[3] 2 415(0 4
Mengenali P 1 s
1 | masalah-masalah 1 8 3 T.
2 | yang di hadapi 2 2/0/0/5]4[3] 2 0/6]0 6
Menyampaikan )
alternatif P 1] T
1 | penyelesaian 1 6|2 2 g?
3 | pekerjaan 3 9(0]|]0|5]4]3] 2 0(7]0 7
61 s
611
Jumlah 5
DIMENSI
RESPONSIBILITAS
Kecepatan
mengatasi P 11 S
1 | masalah yang 1 52 3| T
4 | diadukan 4 810/ 0[5]4]3] 2 21410 1
Menindaklanjuti P 1 s
1 | setiap keluhan 1 5 4 T.
5 | pelanggan 5 3/ 0[0[5]4]3] 2 2(9]0 1
Kerjasama yang
baik dalam P 11 S.
1 | menyelesaiankan 1 412 3| T
6 | pekerjaan 6 7111015/ 4[3] 2 41112 2
Hasil kerja P 1 s
1 | pegawai memiliki | 1 4 4 T.
7 | daya saing 7 2/0/0/5/4[3] 2 8/6]0 4
Transparansi
dalam P 11 S
1 | penyelesaian 1 3 4 | T
8 | pekerjaan 8 2/0/05]4[3] 2 216]0 8
P 1 s
1 | Komunikasi 1 3|2 2 T.
9 | dengan pimpinan 9 713/0[5/4[3] 2 2/1]6 9
P 1] i
2 | Komunikasi antar | 2 1 2|3 2 | ng
0 | pegawai 0 212[0[5[4]3] 2 0/6]4 51| g
s
S |7
Jumlah 0
DIMENSI
AKUNTABILITAS
Menjalankan
tugas sesuai P 11 S.
2 | dengan prosedur 2 111 4 | T
1 | yang telah 1 410[0[5]4]3] 2 212]0 9
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ditetapkan
Melaksanakan
wewenang yang P 1 11 S.
2 | dimiliki dengan 2|2 112]1 41T
2 | sebaik-baiknhya 2(3|5[4/0]0[5/4[3] 2 1 [5(0]2]0|0]7
Kemampuan P 1 1 s
2 | kerjasamadengan | 2 | 2| 1 114 5 T.
3 | rekan sejawat 312 0/0/0|5]4[3] 2 1]1]0/0/0jJ0]0]0O
Memanfaatkan
waktu optimal s
dalam P 1 T.
2 | meyelesaiakan 2111 915 4
4 | pekerjaan 4 0/0/0|5]4[3] 2 1 15[(2]0]0|0]7
Bertanggungjawa | P 1 s
2 | b terhadap hasil 21111 514]|2 2 T.
5 | kerja 5 91 1[0[5[4]3] 2 1. ]0[(8]7]2|0]7
7| s
2| 7
Jumlah 0
3
31T
TOTAL SKOR SUB 4 | ng
VARIABEL 9| g
Sumber : Data Primer Hasil Penelitian, 2011
|
SV -X5 D13 D14 D15
Nilai indeks minimum = 1 X 25 X 32 | = 800
Nilai indeks maksimum | = 5 X 25 X 32 | = 4.000
Range = 4.000 - 800 = 3.200
Jenjang range = 3.200 : 5 = 640
SANGAT RENDAH RENDAH CUKUP | TINGGI | SANGAT TINGGI
800 1.440 2.080 2.720 3.360 4.000
3349 A
3.349 X 100% = 83,7%

4.000

Sebagian responden menilai pelayanan pengurusan izin
belum dapat diselesaikan melebihi waktu yang ditetapkan. Data yang
diperoleh menunjukkan sebagian besar menyatkan kadang-kadang.
Pada tabel terlihat skor 82 yang menyatakan kadang-kadang begitu
juga menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu khususnya izin
mendirikan bangunan. Hasil tanggapan responden yang diperoleh
memperlihatkan ada dengan skor 82 ini termasuk kategori sedang,
berdasarkan data penyelesaia tugas di KP2T Kota Lhokseumawe

memiliki kendala seperti pembagian kerja yang tidak merata,
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pelimpahan wewenang yang tidak berjalan di tambah lagi tenaga ahli
yang kurang.

Seperti pada pertanyaan (P3) menyelesaikan pekerjaan
sesuai dengan rencana. Hasil tanggapan responden yang diperoleh
memperlihatkan ada skor paling tinggi yaitu 133 yang responden
menyatakan sangat setuju dan mengerjakan suatu pekerjaan sesuai
dengan harapan dan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil tanggapan
responden yang diperoleh memperlihatkan ada skor 140 ini
menunjukkan bahwa kesesuaian pekerjaan sangat menentukan
dalam keberhasilan sebuah organisasi serta memberikan solusi
pemecahan terhadap pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan oleh
izin mendirikan bangunan.

KP2T Kota Lhokseumawe pekerjaaan sesuai dengan standar
kualitas pekerjaan yang telah ditetapkan dan sesuai dengan target
yang ditetapkan. Menurut pendapat Tjiptono, 2001. Sehingga definisi
kualitas pelayanan dapat diartikan sebagai upaya pemenuhan
kebutuhan dan  keinginan = konsumen  serta  ketepatan
penyampaiannya dalam mengimbangi harapan konsumen. Service
quality dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi para
konsumen atas pelayanan yang nyata-nyata mereka terima dengan
pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan terhadap pelayanan
dalm suatu organisasi. Dalam hal ini Skor kualitas pelayanan di KP2T
Kota Lhokseumawe adalah 416 dari pertanyaan P6-P8. Skor sangat
tinggi.

Dengan memperhatikan jumlah dan prosentase jawaban
responden yang bersifat sangat mendukung, maka dapat
disimpulkan bahwa sebagian besar pengurusan izin bangunan sangat
memperhatikan kualitas kerja dalam setiap melaksanakan tugas dan
fungsi yang menjadi tanggung jawabnya. Kuantitas hasil kerja dapat
dilihat dari parameter-parameter tingkat hambatan pegawai dalam
melaksanakan tugas pekerjaan yang mereka jalankan, capaian hasil

dari pekerjaan tersebut, serta efektivitas kerja. Dalam menyelesaikan
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pekerjaan pengurusan izin mendirikan bangunan. Ditunjukkan
dengan banyak yang diselesaikan secara cepat, efektif dan efesien
serta memahami proses penyelesaian pekerjaan dengan baik. Hasil
tanggapan responden yang diperoleh memperlihatkan politif serta
berkomunikasi dengan pelanggan mendengarkan keluh kesah dan
memberikan alternatif terbaik.

Responsivitas, yaitu bentuk kemampuan organisasi untuk
mengenali kebutuhan masyarakat dalam pelayanan publik yaitu
sejauh mana pelaksanaan kegiatan sudah dilaksanakan sesuai
dengan prinsip-prinsip administrasi yang benar dan kebijakan
organisasi. Mengenali masalah-masalah yang dihadapi dalam bekerja
untuk mencari alternatif penyelesaiannya, begitu juga memprakarsai
tindakan perbaikan terhadap upaya penyelesaian suatu pekerjaan
dengan baik serta menyampaikan kalau ada alternatif penyelesaian
pekerjaan yang baik

Responsibilitas, yaitu sejauh mana pelaksanaan kegiatan
sudah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan
kebijaksanaan organisasi yang benar. Responsibilitas dapat dilihat
dari tingkat pelaksanaan kegiatan dengan prinsip administrasi, serta
kebijakan organisasi yang benar serta tingkat pelaksanaan kegiatan,
apakah pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan hasil yang dicapai.
Pada dimensi ini memiliki skor 665 yang berarti sangat tinggi

Mengoptimalkan kemampuan diri untuk bekerja secara lebih
baik dengan mengerjaan pekerjaan sesuai dengan waktu yang
tersedia serta bekerjasama dengan baik dalam menyelesaikan suatu
pekerjaan dan dipertanggungjawabkan. Hal yang penting lain
terbuka menerima pertanyaan terkait dengan penyelesaian
pekerjaan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan.

Pada dimensi akuntabilitas sebagian responden menilai
secara keseluruhan dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik
dengan skor 720 dari P21-P25 termasuk kategori tinggi atau politif
dalam menyelesaikan pekerjaan. Hal ini harus didukung dengan
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pemikiran bersama, komunikasi dengan rekan sejawat dengan baik.
Dengan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat sehingga dalam
hal menjalankan pengurusan izin lebih efektif dan menilai
memanfaatkan waktu bekerja dengan optimal akan tercapai serta
pengurusan izin mendirikan bangunan memiliki cara dalam
menyelesaikan pekerjaan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tingkat pertanggung jawaban pelaksanaan dan jangka waktu
pelayanan dan kenyamanan dalam memperoleh pelayanan. Indikator
tanggung jawab dapat dilihat dari parameter-parameter tingkat
hambatan pengurusan izin dalam melaksanakan tugas pekerjaan
yang mereka jalankan, capaian hasil daripekerjaan tersebut, serta
efektivitas kerja. Berdasarkan distribusi frekuensi jawaban
responden di atas, maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar
responden merasa memahami akan tugas dan tanggung jawab
Akumulasi jawaban responden untuk variabel Kinerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.15
Akumulasi Penilaian Untuk Pernyataan
Variabel Kinerja

No Item Skor Total
5 4 3 2 1 Skor

1 0 0 22 6 4 82
2 7 13 9 3 0 120
3 7 23 2 0 0 133
4 14 16 2 0 0 140
5 3 24 2 3 0 123
6 15 15 2 0 0 141
7 12 17 3 0 0 137
8 12 18 2 0 0 138
9 15 10 7 0 0 136
10 12 12 8 0 0 132
11 11 16 5 0 0 134
12 10 20 2 0 0 136
13 8 15 9 0 0 127
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14 11 13 8 0] O 131
15 16 13 3 0] O 141
16 13 11 7 1] 0 132
17 18 12 2 0] O 144
18 22 8 2 0] O 148
19 14 8 7 3] 0 129
20 13 5 12 2| 0 125
21 25 3 4 0] O 149
22 23 5 4 0] O 147
23 22 10 0 0] O 150
24 19 13 0 0] O 147
25 10 12 9 1] 0 127
Y 332 312 ] 133 19| 4| 3349

Sumber. Hasil Penelitian, 2011

Dari skor item indikator variabel Kinerja diperoleh total
skor sebesar 3349, persentase skor total yang diperoleh jika
dibandingkan dengan skor idealnya adalah

_le % :ﬂxmo% = 83.7%

~ Skor Ideal 5x25x 32
Untuk mengkategorikan persentase skor yang diperoleh,

dapat dibuat range kategori persentase skor dalam garis kontinum
sebagai berikut:

Sangat Kurang Cukup Baik Sangat
l Kurang Baik | Baik l Baik | l Baik ,
l | l | 4 |
20% 36% 52% 68% 1 84% 100%

83,7%

Gambar 4.5 Variabel Kinerja

Dapat dikatakan bahwa Kinerja termasuk ke dalam kategori
baik berada di interval 68 %- 84,99%. Hal ini mengindikasikan
bahwa kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota

Lhoseumawe Propinsi Aceh baik.
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4.4. Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu

Dalam menguji hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini
mengenai pengaruh Pengorganisasian yang terdiri atas struktur,
desain dan aplikasi terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu digunakan alat analisis jalur. Data dikumpulkan melalui
penyebaran kuesioner dengan skala ukur ordinal. Untuk memenuhi
syarat data yang digunakan dalam perhitungan analisis jalur
sekurang-kurangnya mempunyai tingkat pengukuran interval, data
yang dikumpulkan dari kuisioner terlebih dahulu ditransformasikan
menjadi skala interval menggunakan Method of Successive Interval
(MSI). Hasil data interval dapat dilihat pada lampiran.

4.4.1. Koefisien Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Menggunakan data dengan skala ukur interval yang diperoleh
selanjutnya dihitung skor untuk setiap variabel yang digunakan
dalam analisis data. Variabel Pengorganisasian yang terdiri atas
struktur (Xi), desain (Xz) dan aplikasi (X3) sebagai variabel sebab
(eksogenus variabel) dan sebagai variabel akibat (endogenus
variabel) adalah variabel Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu. Langkah awal dalam proses perhitungan koefisien jalur
adalah menghitung korelasi antar variabel yang digunakan. Koefisien
korelasi menunjukkan keeratan hubungan yang terjadi antar variabel
yang diteliti. Hasil perhitungan korleasi antar variabel X adalah

sebagai berikut :

Tabel 4.16
Hasil Koefisen Korelasi X1, Xz, X3
Variabel Nilai Korelasi Keterangan
X1-X2 0,298 Tidak Kuat
X1-X3 0,476 Cukup Kuat
X2-X3 0,479 Cukup Kuat
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Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi, terlihat
adanya hubungan antara struktur (X:) dengan desain (X;) yang tidak
terlalu kuat. Diperoleh tingkat hubungan sebesar 0,298. Hubungan
antara struktur (Xi:) dengan aplikasi (X3) masuk dalam kategori
cukup kuat dengan tingkat hubungan sebesar 0,476. Korelasi desain
(X2) dengan aplikasi (X3) diperoleh masuk kategori cukup kuat
dengan tingkat hubungan sebesar 0,269. Selanjutnya berdasarkan
koefisien korelasi yang diperoleh dapat dihitung koefisien jalur yang
menjelaskan pengaruh variabel X terhadap Y.

Dalam menghitung koefisien jalur, dilakukan dengan
menggunakan software SPSS 18. Hasil perhitungan menggunakan
SPSS terlihat pada nilai Standardized Coefficients (Beta). Dari hasil
perhitungan analisis jalur, diperoleh koefisien jalur secara parsial
struktur (X;), desain (Xz) dan aplikasi (X3) terhadap Kinerja (Y)
seperti tersaji dalam Tabel 4.17

Tabel 4.17

Hasil Koefisen Jalur X3, X, X3 terhadap Y
Variabel Koefisien Jalur T hitung | T tabel
Struktur (X1) Pyx1=0,327 2,490
Desain (X2) Pyx2=0,351 2,669
Aplikasi (X3) Pyx3= 0,338 2,367
Pengaruh Secara Bersamaan = 0,630
Pengaruh Residu = 0,608

Sumber, Hasil Penelitian, 2011

Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh hasil penelitian
yang menunjukan adanya pengaruh positif dari struktur (X), desain
(X2) dan aplikasi (X3) terhadap Kinerja (Y).

Diperoleh koefisien jalur untuk struktur terhadap Kinerja
(pyx1) sebesar 0.327 dengan nilai bertanda positif, koefisien jalur

untuk desain terhadap Kinerja (pyx2) sebesar 0,351 dengan nilai
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bertanda positif, dan koefisien jalur untuk aplikasi terhadap Kinerja

(pyx3) sebesar 0.338 dengan nilai bertanda positif.

4.4. 2. Pengujian Hipotesis

Sebelum memberikan interpretasi lebih jauh secara umum
dalam populasi mengenai pengaruh variabel yang diteliti terlebih
dilakukan pengujian apakah struktur (Xi), desain (X:) dan aplikasi
(X3) berpengaruh terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu . Pengujian hipotesis dilakukan melalui dua tahap yaitu
pengujian pengaruh secara simulan dan pengujian pengaruh secara

parsial.

¢ Pengujian Koefisien Jalur Secara Simultan

Untuk menjawab permasalahan penelitian secara bersama-
sama Pengorganisasian yang terdiri atas struktur, desain dan aplikasi
berpengaruh terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu,

hipotesis statistik dinyatakan dalam bentuk sebagai berikut :

Ho:pyxi=0 Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengorganisasian

i=123 yang terdiri atas struktur, desain dan aplikasi terhadap
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Hi:pyxi#0 Terdapat pengaruh yang signifikan Pengorganisasian yang

i=123 terdiri atas struktur, desain dan aplikasi terhadap Kinerja

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu .

Pengujian hipotesis tersebut dilakukan melalui statistik uji
F. Penentuan hasil pengujian (penerimaan atau penolakan HO)
dapat dilakukan dengan membandingan Fhiwng dengan Fpe atau
juga dapat dilihat dari nilai signifikansinya dengan ketentuan tolak
Ho jika Fniwng lebih besar dari Fpe atau jika nilai signifikansi (p-
value) lebih kecil dari o penelitian (0,05). Dari tabel F untuk
tingkat signifikansi 0.05 dan derajat bebas db; = 3 dan db, = 32-3-
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1= 28, diperoleh F

0.05(3;28)

= 2,947 Diperoleh hasil Fpiwng dari
perhitungan dengan rumus sebagai berikut:
E_ (n—k-1)x Rf(x1x2x3) _ (32-3-1)x0,630 15,921

kx(1— RYZ(X1XZX3)) 3x(1-0,630)

Karena Fhiwung lebih besar dari Frape (15,921 > 2,947) atau jika
dilihat nilai signifikansi yang diperoleh sebesar 0,000 lebih kecil dari

tingkat kekeliruan 5% (a = 0,05), maka dapat diambil keputusan
untuk menolak HO.

Jadi hasil pengujian dapat disimpulkan terdapat pengaruh
yang signifikan (nyata) Pengorganisasian yang terdiri atas struktur,
desain dan aplikasi secara bersama-sama berpengaruh terhadap

Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu .

e Pengujian Koefisien Jalur

Setelah hasil pengujian simultan disimpulkan Hy ditolak, yang
berarti terdapat pengaruh secara bersama-sama, selanjutnya
dilakukan pengujian individual untuk melihat kebermaknaan
(signifikansi) pengaruh variabel independen (Xi, X, dan X3) secara
parsial terhadap variabel dependen (Y), maka dilakukan pengujian
dengan uji t. Hasil perbandingan antara thiung dengan tune dapat
dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4.18
Uji Hipotesis Pengaruh secara Parsial
No|Hipotesis Koefisien thitung | Signifikansi teapel Kesimpulan
Jalur Statistik

1 | Struktur 0,327 2,490(0,019 2,048(H, ditolak,
mempunyai terdapat
pengaruh pengaruh
terhadap Kinerja struktur terhadap
Kantor Kinerja Kantor
Pelayanan Pelayanan
Perizinan Perizinan
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. . Koefisien L . Kesimpulan
No|Hipotesis thitung |Signifikansi|tupel L
Jalur Statistik

Terpadu Terpadu

2 | Desain 0,351 2,669|0,013 2,048(Ho ditolak,
mempunyai terdapat
pengaruh pengaruh desain
terhadap Kinerja terhadap Kinerja
Kantor Kantor Pelayanan
Pelayanan Perizinan
Perizinan Terpadu
Terpadu

3 | Aplikasi 0,338 2,367|0,025 2,048|Ho ditolak,
mempunyai terdapat
pengaruh pengaruh aplikasi
terhadap Kinerja terhadap Kinerja
Kantor Kantor Pelayanan
Pelayanan Perizinan
Perizinan Terpadu
Terpadu

Sumber : Data Primer Hasil Penelitian 2011

Hasil pengujian hipotesis untuk melihat pengaruh parsial

dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Pengujian Hipotesis : Pengaruh Struktur Secara Parsial
Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pengaruh struktur secara parsial terhadap Kinerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu ditunjukkan oleh koefisien jalur pyxi
sebesar 0,327. Hasil perhitungan diperoleh thiwng Sebesar 2,490 dan
nilai twpe untuk B1=0,05 dan derajat bebas 32-3-1= 28 sebesar 2,048.
Hipotesis :

Ho: pyxi=0 Tidak terdapat pengaruh struktur terhadap
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Hi:pyx1#0 Terdapat pengaruh struktur terhadap Kinerja

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
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Hasil uji empiris menyatakan penolakan terhadap HO atau
dengan kata lain menerima H; karena diperoleh thitung = 2,490 > teabel =
2,048 dan nilai signifikan untuk X; (0,019) lebih kecil dari @E= 0,05.
Diperoleh hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh yang
bermakna struktur terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu secara parsial.

2. Pengujian Hipotesis : Pengaruh desain Secara Parsial
Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Pengaruh desain secara parsial terhadap Kinerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu ditunjukkan oleh koefisien jalur pyx:
sebesar 0,351. Hasil perhitungan diperoleh thiwng Sebesar 2,669 dan
nilai tepel untuk B=0,05 dan derajat bebas 32-3-1= 28 sebesar 2,048.
Hipotesis :

Ho: pyx2=0 Tidak terdapat pengaruh desain terhadap
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Hi: pyx2# 0 Terdapat pengaruh desain terhadap Kinerja
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Hasil uji empiris menyatakan penolakan terhadap HO atau
dengan kata lain menerima H1 karena diperoleh thitung = 2,669 > tiabel =
2,048 dan nilai signifikan (p-value) untuk X, (0,013) lebih kecil dari
BIEl= 0,05. Diperoleh hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh
yang bermakna pengaruh desain terhadap Kinerja Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu secara parsial.

3. Pengujian Hipotesis : Pengaruh Aplikasi Secara Parsial
Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Pengaruh aplikasi secara parsial terhadap Kinerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu ditunjukkan oleh koefisien jalur pyxs
sebesar 0,338. Hasil perhitungan diperoleh thiwng Sebesar 2,367 dan
nilai twaper untuk @=0,05 dan derajat bebas 32-3-1= 28 sebesar 2,048.

Hipotesis :
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Ho: pyx3=0 Tidak terdapat pengaruh aplikasi terhadap
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
Hi:pyxz#0 Terdapat pengaruh aplikasi terhadap Kinerja

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Hasil uji empiris menyatakan penolakan terhadap HO atau
dengan kata lain menerima H; karena diperoleh thitung = 2,367 > tiabel =
2,048 dan nilai signifikan untuk X3 (0,025) lebih kecil dari @f= 0,05.
Diperoleh hasil pengujian hipotesis terdapat pengaruh yang
bermakna aplikasi terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan

Terpadu secara parsial.

4.4.3. Besar Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja

Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu

Dari hasil pengujian pada bagian di atas diperoleh
kesimpulan terdapat pengaruh yang signifikan (nyata) secara
bersama-sama dan secara parsial variabel Pengorganisasian yang
terdiri atas struktur, desain dan aplikasi terhadap Kinerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu. Adapun gambar hubungan X dengan Y
adalah sebagai berikut :

[ xix> = 0,298

[k I'x1x3 = 0,476/] XZ

[ I'x,x3 20,479 ]

]
[

Pyx, =0,351 ]

Gambar 4.6
Path Diagram Model Struktural Pengaruh Pengorganisasian terhadap

Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
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Hasil pengujian hipotesis yang telah diuraikan pada bagian
sebelumnya menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan (nyata)
secara bersama-sama dan secara parsial Pengorganisasian yang
terdiri atas struktur, desain dan aplikasi terhadap Kinerja Kantor
Pelayanan Perizinan Terpadu.

Total pengaruh dapat diketahui dari nilai koefisien
determinasi yaitu sebesar 0,630. Jadi ditemukan dalam penelitian ini
63,0% kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu dipengaruhi oleh
Pengorganisasian yang terdiri atas struktur, desain dan aplikasi dan
sebesar 37,0% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak masuk dalam

penelitian ini.

Tabel 4.19
Hasil Pengaruh secara Parsial
o Pengaruh Tidak

Koefisien Pengaruh Total
Variab Langsung

Jalur Langsung . Pengar
el melalui

uh
X1 X2 X3

X3 0,327 10,7% - 34% | 53% | 19,3%
X2 0,351 12,3% 34% | - 57% | 21,4%
X3 0,338 11,4% 53% | 57% | - 22,3%
Total Pengaruh 63,0%

Besar pengaruh untuk setiap Pengorganisasian secara parsial
dapat diuraikan sebagai berikut :
1. Besar Pengaruh struktur Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu.

Pengaruh X; terhadap Y langsung = Pyxix Pyxq

=0,327 x 0,327 =0,107
Pengaruh X; terhadap Y melalui X; Pyxix rxixzx Pyx»

=0,327 x 0,298 x 0,351 =0,034
Pengaruh X; terhadap Y melalui X3 Pyx1x rxi1x3xPyxs

=0,327 x 0,476 x 0,338 =0,053

Total Pengaruh =0,193
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Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kontribusi
(pengaruh) langsung struktur terhadap Kinerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu adalah sebesar 10,7%.

Sementara itu adanya dua subvariabel pengorganisasian
lainnya yang saling berhubungan dengan struktur memperbesar
pengaruh struktur terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu yang ditunjukkan oleh pengaruh tidak langsung melalui
desain sebesar 3,4% serta yang melalui aplikasi sebesar 5,3%. Hasil
yang  diperoleh = menunjukan  pengaruh  struktur  dari
Pengorganisasian terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu  semakin  besar  ditunjang oleh  sub-variabel
Pengorganisasian yang lain.

Secara total pengaruh struktur dalam pengorganisasian
terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah 19,3%
dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik struktur dalam
pengorganisasian akan menjadikan semakin tinggi Kinerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu .

2. Besar Pengaruh Desain Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu

Pengaruh X;terhadap Ylangsung = Pyx,;x Pyx»
=0,351x 0,351 =0,123

Pengaruh X; terhadap Y melalui
= Pyxzx rxix2xPyx
X1
= 0,351 x 0,298 x =0,034

0,327

Pengaruh X; terhadap Y melalui

Pyxox rxox3x Pyxs
X3

0,351 x 0,479 x =0,057
0,338

Total Pengaruh =0,214
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Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kontribusi
(pengaruh) langsung desain terhadap Kinerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu adalah sebesar 12,3%.

Sementara itu adanya dua Pengorganisasian lainnya yang
saling berhubungan dengan desain memperbesar pengaruh desain
terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang
ditunjukkan oleh pengaruh tidak langsung melalui struktur sebesar
3,4% serta yang melalui aplikasi sebesar 5,7%. Hasil yang diperoleh
menunjukan pengaruh desain dari pengorganisasian terhadap
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu semakin besar
ditunjang oleh sub-variabel pengorganisasian yang lain.

Secara total pengaruh desain dalam pengorganisasian
terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu adalah 21,4%
dengan arah yang positif, yang berarti semakin baik desain dalam
pengorganisasian akan menjadikan semakin tinggi Kinerja Kantor

Pelayanan Perizinan Terpadu .

3. Besar Pengaruh aplikasi Terhadap Kinerja Kantor Pelayanan

Perizinan Terpadu

Pengaruh X3 terhadap Y
= Pyx3x Pyx3
langsung
=0,338 x 0,338 =0,114
Pengaruh X3 terhadap Y melalui
= Pyx3x rxixsx Pyx;
X1
= 0,338 x 0476 x =0,053
0,351
Pengaruh X3 terhadap Y melalui
= Pyx3x rxx3xPyxo
X2
= 0,338 x 0479 x =0,057

0,327

Total Pengaruh =0,223
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Hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kontribusi
(pengaruh) langsung aplikasi terhadap Kinerja Kantor Pelayanan
Perizinan Terpadu adalah sebesar 11,4%.

Sementara itu adanya dua Pengorganisasian lainnya yang
saling berhubungan dengan aplikasi memperbesar pengaruh aplikasi
terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu yang
ditunjukkan oleh pengaruh tidak langsung melalui struktur sebesar
5,3% serta yang melalui desain sebesar 5,7%. Hasil yang diperoleh
menunjukan pengaruh aplikasi dari Pengorganisasian terhadap
Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu semakin besar
ditunjang oleh sub-variabel Pengorganisasian yang lain.

Secara total pengaruh total pengaruh aplikasi dalam
pengorganisasian terhadap Kinerja Kantor Pelayanan Perizinan
Terpadu adalah 22,3% dengan arah yang positif, yang berarti
semakin baik aplikasi akan menjadikan semakin tinggi Kinerja
Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KP2T) Kota Lhokseumawe.

Hasil yang di dapat penelitian menunjukkan bahwa melalui
kuesioner tidak menjamin sebuah penelitian berjalan sesuai dengan
observasi dilapangan hal ini terbukti dengan banyak persoalan yang
belum terbaca melalui kersioner, permasalahan melalui observasi
peneliti menunjukkan bahwa banyak permasalahan
pengorganisasian di KP2T Kota Lhokseumawe yang dihadapi seperti
pembagian tugas yang tidak proposional, rentang kendali dengan
frekuesi hubungan atasan dan bawahan kurang berjalan dengan baik
hal ini di karenakan sering terjadi pergantian pimpinan serta
koordinasi antara Pemerintah Kota dengan unit KP2T Kota
Lhokseumawe tidak berjalan dengan baik. Hal ini membuktikan
bahwa pengeluaran izin mendirikan bangunan (IMB) tidak
dikeluarkan oleh KP2T Kota Lhokseumawe melainkan melalui SK
Walikota Lhokseumawe. Menurut peneliti hal ini mencerminkan
bahwa pengorganisasian di KP2T Kota Lhokseumawe tidak berjalan

sebagaimana wewenang yang di berikan oleh Qanun Nomor 4 Tahun
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2009 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga

Teknis Daerah dan Kecamatan Kota Lhokseumawe.
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5.1.

BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan

peneliti dapat kita tarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1.

5.2.
5.2.

Hasil penelitian menunjukkan Pengorganisasian yang terdiri atas
struktur, desain dan aplikasi berpengaruh terhadap kinerja
pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB). Adapun kinerja
pelayanan pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) di KP2T
Kota Lhokseumawe tidak berjalan dengan harapan, hal ini
terlihat dengan produktivitas, responsivitas, responsibilitas dan
tanggup serta bertanggungjawab masih belum efektif. Dengan
demikian KP2T Kota Lhokseumawe belum memberikan
kontribusi yang baik dalam pengurusan izin mendirikan
bangunan di Kota Lhokseumawe.

Komponen pengorganisasian yang memiliki pengaruh paling
dominan dalam optimalisasi kinerja pengurusan izin mendirikan
bangunan menunjukkan hasil penelitian adalah dimensi
formalisasi yang termasuk standar operasional prosedur,
petunjuk teknis dan delegasi wewenang dibandingkan dengan
dimensi lainnya. Hal ini menggambarkan bahwa dengan sering
terjadi penggantian pimpinan berpengaruh pada kinerja KP2T
Kota Lhokseumawe, disisi lain meskipun sudah memiliki standar
operasional prosedur tapi pada pelaksanaaan tidak berjalan hal
ini menyebabkan tidak optimalnya kinerja KP2T Kota

Lhokseumawe.

Saran
1. Saran Untuk Perbaikan KP2T Kota Lhokseumawe



Perizinan Terpadu

Setelah diuraikan tentang pengaruh pengorganisasian

terhadap kinerja pengurusan izin mendirikan bangunan di KP2T

Kota Lhokseumawe di atas dapat penulis sarankan:

1.

Pengorganisasian yang dilakukan KP2T Kota Lhokseumawe
sudah baik khusus pengurusan izin memdirikan bangunan, masih
membutuhkan perbaikan seperti pembagian tugas serta
dibutuhkan staff yang bisa diandalkan.

Pengorganisasian yang dilakukan KP2T Kota Lhokseumawe tidak
terlepas dari pengaruh pimpinan organisasi yang dapat
mengkoordinasikan kinerja pegawai khusus pengurusan izin
mendirikan bangunan di KP2T Kota Lhokseumawe.

Kinerja pengurusan izin mendirikan bangunan di KP2T Kota
Lhokseumawe sudah baik tapi perlu di tingatkan kualitas serta
kemampuan staff yang memadai.

5.2.2. Saran bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan

Saran yang dapat disampaikan penulis dalam upaya

menindaklanjuti tentang pengorganisasian terhadap Kkinerja

pengurusan izin mendirikan bangunan di KP2T Kota Lhokseumawe.

1.

82

Setelah penelitian ini, para peneliti perlu melaksanakan
pengkajian lebih lanjut dengan faktor-faktor lain yang
mempengaruhi pelaksanaan pengorganisasian terhadap kinerja
pengurusan izin mendirikan bangunan di Kota Lhokseumawe

Peneliti yang berminat untuk melakukan penelitian tentang
pengorganisasian terhadap kinerja pengurusan izin mendirikan
bangunan, disarankan untuk meneliti tentang pengurusan izin
gangguan atau HO (Hinder Ordonantie), karena di Kota
lhokseumawe permasalahan HO (Hinder Ordonantie) masih

dianggap tidak dibutuhkan dalam mendirikan sebuah usaha

9
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Perizinan terpadu merupakan sebuah kebijakan pemerintah dalam
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. permasalahan dalam penelitian
ini adalah kinerja pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) yang
disebabkan oleh karena pengorganisasiabn yang belum efektif. Berdasarkan
permasalahan tersebut, penelitian ini bermaksud untuk menganalisis
Pengaruh Pengorganisasian Terhadap Kinerja Di Kantor Pelayanan Terpadu
(KP2T) Kota Ihokseumawe Dalam Pengurusan lzin Mendirikan Bangunan
(IMB). Teori yang digunakan sebagai pedoman penelitian adalah teori
organisasi oleh Stephen P. Robbins, yang terdiri: a) Struktur, b) Desain, c)
Aplikasi dan teori kinerja dari Agus Dwiyanto, yang terdiri dari: a) Produktivitas,
b) Kualitas Peyananan, c) Responsivitas, d) Responsibilitas, dan e)
Akuntabilitas.

Sesuai dengan karakteristik penelitian, penelitian ini menggunakan
metode kuantitatif, data diperoleh dari informan kunci (key informan) dengan
menggunakan metode survey eksplanasi (explanatory survey). Untuk
pengumpulan data dilakukan dengan dua cara yaitu pengumpulan data
primer dengan menggunakan kuesioner dan wawancara serta observasi.
Sementara pengumpulan data sekunder dilakukan melalui studi literatur,
Analisis data di uji dengan path analysis (jalur analisis).

Hasil uji analisis diperoleh memperlihatkan pengorganisasian yang
terdiri atas struktur, desain dan aplikasi secara bersama-sama berpengaruh
te hadap kmerJa pengurusan izin mendm’ kan bangunan (IMB). Pengaruh

3 si didukung oleh variabel
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